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Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh 


Bismillaah walhamd lillah walaa haula walaa guwwata illaa billaah 


Pendahuluan 


Di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, hukum Islam men- 
jadi salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Meski tanpa 
kehadiran negara, hukum Islam sudah menyatu dan hidup dalam perilaku 
masyarakat. Hukum Islam menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hu- 
kum nasional, menjadi salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasi- 
onal. Akan tetapi, konsolidasi hukum membutuhkan upaya, dan di lapangan 
tidak jarang terjadi dinamika akibat pergesekan, kompetisi dan kontestasi, 
serta perebutan pengaruh dalam mengisi narasi dan norma. Termasuk sejauh 
mana keberperanan negara dalam menyerap substansi hukum Islam dalam 
kebijakan publiknya. Jika negara mewajibkan warganya terhadap sesuatu yang 
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wajib secara keagamaan, maka kewajibannya akan semakin kokoh. Demikian 
juga, jika negara mewajibkan sesuatu yang secara agama hukumnya sunnah 
maka kebijakan tersebut menjadi wajib bagi warga'. 


Salah satu pilar penting yang menjaga tetap hidupnya norma hukum 
Islam di tengah masyarakat adalah dengan adanya fatwa keagamaan. Fatwa 
merupakan jawaban hukum Islam atas berbagai pertanyaan yang muncul 
untuk dijadikan panduan dan pedoman dalam aktifitas keagamaan. Sesuai 
karakternya, fatwa dalam diskursus hukum Islam bersifat kontekstual karena 
ja merupakan jawaban atas pertanyaan. 


Fikih, Living Law, dan Living Fatwa 
Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum hukum syara yang bersifat prak- 
tis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Aturan Fikih yang berupa 
pengetahuan tentang hukum syara' tersebut menjadi sandaran bagi umat Is- 
lam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Aturan fikih yang dijadikan pedo- 
man dan pegangan serta kaedah penuntun dalam kehidupan pribadi, keluar- 
ga, dan aktifitas sosial kemasyarakatan menjelma menjadi hukum yang hidup 
(living law). 


Istilah living law itu sendiri, sebagaimana ditulis Mahfud MD sekurang- 
kurangnya, mempunyai dua arti?. Pertama, norma yang hidup karena ditaati 
keberlakuannya oleh masyarakat meskipun tidak diberlakukan secara resmi 
oleh negara. Kedua, hukum resmi yang bersifat dinamis dan kenyal atau su- 
pel, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan selalu aktual dalam 
keadaan apapun. Pandangan saya dalam pembahasan mengenai Jiving fatwa” 
merujuk pada pengertian pertama ini. 


Dengan demikian, hukum fikih akan hidup dalam alam pikiran dan ke- 
sadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hukum yang 


' Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani dalam Nihayatu al-Zain, hal, 12. Bah- 
kan ketika negara menetapkan kebijakan untuk mewajibkan sesuatu yang “mubal”, jika didasarkan pada pertim- 
bangan kemaslahatan umum (mashlahah ammah) seperti kebijakan kewajiban tidak merokok, maka hukumnya 
wajib untuk ditaati. 


? Mahfud MD, “Fatwa MUI dan Living Law Kita”, Media Indonesia, 26 Desember 2016, Kolom Pakar, seb- 
agaimana diunduh dari laman https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita 


3 Untuk pengertian yang kedua tersebut di dalam ilmu politik dan konstitusi ada juga istilah living con- 
stitution dan living ideology. 
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hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat itu yang dikenal 
sebagai living law. The living law tidak diformulasikan oleh negara, namun ber- 
pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak jarang daya pengaruh- 
nya melebihi hukum positif yang diformulasikan oleh negara. 


Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, akan selalu ada berbagai 
permasalahan sosial yang membutuhkan jawaban hukum sebagai respon atas 
masalah kontemporer tersebut. Jawaban hukum keagamaan atas pertanyaan 
tersebut dalam perspektif hukum Islam dikenal sebagai fatwa. Karena itu, the 
living law, atau hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkem- 
bangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis 
adalah antara lain melalui fatwa yang ditetapkan oleh mufti atau institusi ke- 
agamaan yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di masyarakat!. 


Secara normatif, fatwa yang ditetapkan berlaku bagi penanya dan dalam 
kondisi serta term n condition yang dihadapi oleh penanya. Karena bisa jadi 
masalah yang sama ditanyakan oleh orang yang berbeda atau waktu dan kon- 
teks yang berbeda memperoleh jawaban yang berbeda. Sungguhpun demikian, 
fatwa tidak mesti hanya berlaku bagi penanya. Ia bisa meluas untuk menjadi 
pedoman bagi masyarakat umum. Ia menjelma menjadi fatwa yang hidup dan 
dinamis, tidak terbatas hanya untuk si penanya. Fatwa umumnya dikeluarkan 
untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjela- 
san terhadap sesuatu yang ada dan berkembang di masyarakat di lihat dari 
sudut hukum Islam, supaya ada kepastian hukum. Untuk menjadikan fatwa itu 
“hidup”, maka butuh upaya dan ikhtiar dalam siyasatul ifta: 


Bagaimanakah sebaiknya negara bersikap terhadap hukum yang hidup 
itu? Yusril Ihza Mahendra? menilai, jika negara itu bersifat demokratis, maka 
akan memformulasikan hukum dengan mengangkat kesadaran hukum ma- 
syarakat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Akan 
tetapi jika hal itu tidak atau belum dilakukan, maka negara harus menghor- 
mati hukum yang hidup yang antara lain tercermin dalam fatwa-fatwa yang 


4 Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang diundangkan pada 12 Januari 2023 menyebutkan dalam penjelasan 
Pasal 337 huruf h, bahwa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah 
Majelis Ulama Indonesia”. Rumusan ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghidupkan fatwa dalam ranah 
publik. Aturan ini juga menjelaskan keberanjakan fatwa, menghadirkan fatwa dari yang semula sebagai legal 
opinion menjadi binding. 


5 Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam adalah “The Living Law”, dimuat dalam Republika, 25 Desember 
2016, sebagaimana diunduh dalam laman https://www.republika.co.id /berita/oiosis385/hukum-islam-adalah- 
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otoritatif tersebut dan memfasilitasinya agar hukum yang hidup itu dapat ter- 
laksana dengan baik dalam kehidupan masyarakat. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Dalam negara yang menganut pendekatan paradigma simbiotik pada 
relasi agama-negara', maka negara dan agama saling menopang untuk mewu- 
judkan kemaslahatan publik. Walau demikian, dalam prakteknya, terjadi di- 
namika dan pasang surut dalam menerjemahkan hubungan agama dan negara 
tersebut. 


Dalam kasus kontemporer, muncul penyikapan yang beragam di mas- 
yarakat terkait upaya mendudukkan fatwa MUI dalam relasi sosial kontempo- 
rernya, termasuk dalam penetapan kebijakan publik. 


Pada 2016, muncul kegelisahan di sebagian masyarakat karena mun- 
cul fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian 
umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/ 
atau simbol keagamaan nonmuslim. Ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, 
super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kan- 
tor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk 
menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim. Atas dasar pertimbangan 
kondisi sosial tersebut MUI menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nol 
mor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Nona 
muslim, yang isinya, 


1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram, 
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan 
non-muslim adalah haram. 


Di antara rekomendasi fatwa tersebut MUI meminta Pemerintah mence- 
gah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (terma- 
suk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekan- 
an kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan 
atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. Di samping itu Pimpinan 
perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai 


8 Di bagian berikutnya dalam tulisan ini akan dijelaskan paradigma hubungan agama dan negara, yang 
mengambil tiga pendekatan, integralistik, sekularistik, dan simbiotik. 
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keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memak- 
sakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada 
karyawan muslim. Fatwa ini ditetapkan karena ada Perusahaan yang memaksa 
karyawan muslim untuk memakai atribut non-muslim karena pertimbangan 
menyemarakkan hari raya keagamaan. 


Menindaklanjuti fatwa tersebut, Kepolisian Daerah Metro Jaya meng- 
gelar rapat koordinasi untuk menjamin ketertiban masyarakat. Di sisi lain, 
Polres Metro Bekasi Kota menerbitkan Surat Edaran Nomor: B/4240/XI1/2016/ 
Restro Bks Kota tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Imbauan Kamtibmas". Su- 
rat Edaran tersebut merujuk pada UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri, Fatwa 
MUI nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggu- 
nakan atribut keagamaan non-muslim, dan Kirsus Sat Intelkam Polres Metro 
Bekasi Kota bernomor Rog/Kirsus/XI1/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 ten- 
tang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017. Kemudian Polres Kulon 
Progo DIY juga mengeluarkan surat edaran dengan nomor B/4001/XI1/2016/ 
Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Imbauan Kambtibmas yang di- 
tujukan kepada para pimpinan perusahaan. 


Saya menilai bahwa respon Kepolisian tersebut semata untuk kepenting- 


7 Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati tujuh point, yaitu (i) Terbitnya fatwa MUI No 56 tahun 2016 
tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan antribut non-muslim perlu dihormati bersama: (ii) In- 
stansi terkait untuk dapat mensosialisasikan maksud dari fatwa tersebut. Pemda, kepolisian, bahkan MUI sendiri 
atau bahkan lembaga-lembaga yang lain. (iii) Berikan pemahaman kepada para pengelola mal, hotel, usaha hi- 
buran, tempat rekreasi, restoran dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati yang muslim 
untuk menggunakan atribut non-muslim. (iv) Semua pihak mencegah adanya tindakan main hakim sendiri. MUI 
meminta bahwa rekomendasi pertama dari fatwa itu justru hormati keberagaman agama di Indonesia dan hor- 
mati kerukunan umat beragama yang ada. Oleh karena itu tidak boleh melakukan sweeping baik oleh siapapun, 
mengatasnamakan siapapun, apalagi menggunakan fatwa ini untuk melakukan tindakan anarkis. Itu tidak boleh. 
Polri diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan aksi sweeping atau tindakan 
main hakim sendiri. (v) Koordinasi antar-instansi terkait untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kerawa- 
nan yang akan timbul dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.: (vi) Semua 
pihak agar tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku karena negara kita merupakan negara hukum. Ingat, 
jangan main hakim sendiri. Kedepankan hukum dan serahkan kepada pihak kepolisian., dan (vii) Mari kita semua 
tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara serta beragama. Lihat antara lain dalam laman https://www.liputan6.com/news/read/2682820/ 
polisi-di-antara-fatwa-baru-mui 


$ Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolres mengimbau, (i) agar pimpinan perusahaan menjamin hak 
beragama umat muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk 
menggunakan atribut keagamaan nonmuslim kepada karyawan/karyawati muslim, (ii) Agar pimpinan perusa- 
haan menjamin hak beragama umat hindu, budha, konghucu serta keyakinan lain dalam menjalankan agama 
sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan selain agamanya ke- 
pada karyawan/karyawati, (iii) Tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun terhadap karyawan/karyawati 
yang tidak menggunakan atribut yang bernuansa Natal dan tahun baru. Surat Edaran itu merujuk pada UU RI No 
2 Tahun 2002 tentang Polri, Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggu- 
nakan atribut keagamaan non-muslim, dan Kirsus Sat Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor Rog/Kirsus/ 
XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017. Lihat https://ntm- 
cpolri.info/terkait-fatwa-mui-polres-bekasi-kota-edarkan-surat-kamtibmas/ 
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an kemaslahatan publik, yang merupakan bagian dari tanggung jawab pela- 
yanan publik, melindungi hak beragama masyarakat dan menjaga ketertiban 
umum. Dalam konteks relasi agama dan negara, ini sebagai pola hubungan 
yang simbiotik. Negara hadir untuk mengadministrasikan fatwa keagamaan 
dengan membuat Surat Edaran untuk menjamin kemaslahatan dan ketertiban 
umum. Akan tetapi ada sebagian elemen masyarakat yang mengkritik kelu- 
arnya Surat Edaran tersebut dan menilai bahwa fatwa tidak boleh dijadikan 
konsideran dalam perumusan kebijakan publik, bahkan meminta pencopotan 
Kapolres?. Atas tekanan tersebut, Kapolri akhirnya menegur Kapolres dengan 
alasan “karena tidak boleh keluarkan surat edaran yang mereferensikan pada 
fatwa MUT””. Alasan ini tentu tidak sepenuhnya benar, mengingat tidak sedikit 
kebijakan publik yang mendasarkan diri pada Fatwa MUI, seperti Surat Edaran 
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan 
Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19g yang menjadikan Fatwa MUI sebagai 
Dasar. Kementerian Kesehatan, melalui Direktur Jenderal Pengendalian Pe- 
nyakit mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.o2.02/1/801/2021 tentang Pelak- 
sanaan Vaksinasi Covid-19g Bagi Umat Islam di Bulan Ramadhan yang men- 
dasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa sebagai rujukan". Bahkan, 
di Tahun 2022, Kepolisian justru mengeluarkan Surat Edaran Bersama, antara 
Kepolisian, Kemenag, Kemenkes, dan MUI perihal Panduan Penyelenggaraan 
Idul Fitri 1443 H/2022M”. Dengan demikian, kebijakan Kapolri tersebut lebih 
pertimbangan politis dari pada pertimbangan sosiologis dan yuridis. Hal ini 
dibuktikan dengan sikap Kepolisian berikutnya yang memiliki kesepahaman 
dengan MUI mengenai larangan pemaksaan penggunaan atribut." 


9 Lihat antara lain dalam laman https://www.merdeka.com/peristiwa/masinton-desak-kapolri-tito-co- 
pot-kapolres-bekasi-kulon-progo.html. Bahkan Presiden pun memanggil Kapolri, sebagaimana bisa dibaca dalam 
lama https://aceh.tribunnews.com/2016/12/19/polisi-buat-surat-edaran-berdasarkan-fatwa-mui-presiden-pang- 
gil-kapolri. 


? Lebih lanjut Kapolri menyatakan bahwa fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, (tapi) itu sifatnya 
koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan. Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat 
edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak. Lebih lanjut lihat antara lain dalam laman https:// 
nasional.kompas.com/read /2016 /12/19/13151101/kapolri.tegur.kapolres.bekasi.kota.dan.kulon.progo.yang.terbit- 
kan.se.merujuk.fatwa.mui 


" Dokumen bisa dilihat antara lain melalui laman https://puskesmas-bangsal.mojokertokab.go.id/beri- 
ta/se-tentang-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-bagi-umat-islam-di-bulan-ramadhan-1618894958 


2? Naskah lengkap Surat Edaran Bersama tersebut bisa dilihat dalam laman https://mui.or.id/mui-provin- 
si/mui-sulsel/34785/ini-surat-edaran-bersama-panduan-penyelenggaraan-idulfitri-1443-h/ 


2 Pada jelang natal 2022, MUI mengirim surat kepada Kapolri terkait pengawasan pusat perbelanjaan, 
hotel dan pabrik agar tak ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan nonmuslim bagi pegawai muslim jelang 
perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, melalui Surat bernomor B-3676/DP-MUI/XII/2022 yang ditandatan- 
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Masalah di atas merupakan salah satu wujud kontestasi dalam upaya 
menghidupkan fatwa di tengah kondisi masyarakat yang terus berubah. Ter- 
hadap hal ini Yusril menulis kolom yang dimuat di Koran Republika dan meni- 
lai bahwa fatwa MUI yang melarang orang Islam untuk menggunakan atribut 
yang dianggap sebagai “atribut natal” dan menghimbau kepada pengusaha non 
Muslim agar tidak memaksakan mengenakan atribut Natal tersebut, adalah 
wajar dan sesuai dengan fungsi Majelis Ulama yang antara lain berkewajiban 
untuk mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu yang meragukan dan diperlukan 
adanya kepastian hukum dilihat dari sudut hukum Islam sebagai the living 
law". 


Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Keberlakuan Fatwa 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Di dalam perspektif pemikiran politik hukum Islam, setidaknya ada tiga 
paradigma hubungan antara agama dan negara: (i) paradigma integralistik 
(simbolistik formalistik): (ii) paradigma sekularistik, dan (iii) paradigma sim- 
biotik". 


Paradigma integralistik memahami bahwa agama dan negara adalah satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (integrated). Hukum agama dan hukum 
negara menyatu (integral). Menurut paradigma ini, negara merupakan lemba- 
ga politik dan keagamaan sekaligus. Sedangkan paradigma sekularistik menga- 
jukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam hubungan sekuler, negara 
adalah hubungan manusia dengan manusia. Sistem norma hukum tidak boleh 
digabung dengan nilai agama. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik 


gani Wakil Ketua MUI KH Marsudi Syuhud dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. Lebih lanjut lihat antara 
lain pada laman https://www.inilah.com/seiya-sekata-polri-dengan-mui-tak-boleh-ada-paksaan-penggunaan- 
atribut-natal 


4 Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam adalah “The Living Law”, dimuat dalam Republika, 25 Desember 
2016, sebagaimana diunduh dalam laman https://www.republika.co.id /berita/oiosis385/hukum-islam-adalah- 


5 Ada beberapa istilah yang digunakan dalam memotret hubungan antara negara dan agama. Ketiga 
istilah yang penulis sebutkan di atas merupakan istilah yang lazim dalam berbagai referensi kajian politik Islam. 
Lihat antara lain Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 1-2 dan Suyuthi Pulungan, 
Figh Siyasah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. X. Ada beberapa istilah lain yang digunakan, seperti formal- 
istik, sekularistik, dan substansialistik. Sementara, Masykuri Abdillah menggantikan istilah simbiotik dengan in- 
tersectional (persinggungan antara agama dan negara). Lihat Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama dan Negara 
dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi”, dalam Journal Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 248, 
diunduh dari laman https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/937 
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menolak pendasaran negara kepada Islam dan menolak pendasaran hukum 
negara pada hukum Islam. 


Sementara itu, paradigma simbiotik memahami bahwa agama dan neg- 
ara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik 
dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena de- 
ngan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan aga- 
ma, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika 
dan moral. 


Dari ketiga paradigma di atas, dalam praktek kehidupan berbangsa dan 
benegara, kita memilih paradigma yang ketiga. Hal ini nampak pada dasar ne- 
gara dan konstitusi kita yang menempatkan bahwa negara berdasar atas Ketu- 
hanan Yang Mahaesa, dan dalam praktek penyusunan peraturan perundang- 
undangan dalam merespons aspirasi agama, pun sebaliknya penetapan fatwa 
keagamaan dalam merespons masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Selama ini, dalam menjalankan tugas membangun hubungan simbiotik 
antara hukum Islam dan negara, saya mencatat setidaknya fatwa-fatwa MUI 
mengambil empat pola relasi, ta'yidy (menguatkan), ishlahy (memperbaiki), 
tashhihy (membenarkan), inysa'y (menginisiasi), yang disingkat TITI. 


a.  Ta'yidy, menguatkan kebijakan negara yang diambil untuk kemaslahat- 
an publik. 


Fatwa kelompok ini hadir untuk mengonfirmasi, menguatkan, dan 
memberikan alas keagamaan agar penerimaan terhadap kebijakan pub- 
lik tersebut semakin kokoh. Hal ini bisa terlihat, misalnya, pada peneta- 
pan Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk 
Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini ditetapkan untuk mendu- 
kung komitmen Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam 
menjaga dan melindungi satwa langka dari kepunahan. Ada kegelisahan 
di masyarakat dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, 
gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves ter- 
ancam punah akibat perbuatan salah semagian masyarakat. Berbagai 
ketentuan perundang-undangan sudah disusun, kebijakan publik juga 
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sudah diambil'', namun ancaman kepunahan masih terus terjadi. Fatwa 
ini hadir untuk menguatkan berbagai peraturan perundang-undangan 
tersebut serta mendukung kebijakan publik dalam upaya pelestarian 
ekosistem. Fatwa ini mengatur secara detil mengenai hukum keagamaan 
dan rekomendasi kepada para pihak untuk bersama-sama melindungi 
satwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik". 


Fatwa ini memperoleh respon positif luar biasa, baik dari dalam 
maupun luar negeri. Ia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan jadi 
rujukan. Keluarnya fatwa MUI tentang perlindungan satwa langka ini 
mendapatkan apresiasi positif dari dunia internasional, salah satunya 
dari Alliance of Religion and Conservation (ARC)". Kehadiran fatwa MUI 
ini memberikan pendekatan baru dalam upaya mengubah perilaku ma- 
syarakat terhadap satwa. Selama ini Pemerintah menggunakan pendeka- 
tan legal-formal dalam upaya perlindungan satwa, dengan pendekatan 
hukuman. Pendekatan legalistik terkadang kurang efektif. Fatwa MUI 
menggunakan pendekatan perilaku melalui kesadaran hukum ke- 
agamaan. Fatwa MUI berhasil menggabungkan pendekatan keimanan 
dengan peraturan tentang konservasi satwa. 


Di samping itu, ada juga fatwa tentang Pertambangan Ramah Ling- 
kungan, yang merupakan dukungan fatwa terhadap upaya Pemerintah 
dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keseimbangan 
antara aktifitas pertambangan yang berdimensi ekonomi dengan men- 
jaga keberlanjutan alam. Fatwa ini dibahas, dirumuskan, dan ditetapkan 
bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengoptimal- 


" Di level UU, persoalan ini sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 199o tentang Kon- 
servasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ke- 
hutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. Sebelumnya, Pemerintah sudah menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. 


7 Di antara diktum fatwanya menegaskan bahwa, (i) setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melang- 
sungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia, (ii) memperlakukan sat- 
wa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan 
hidupnya hukumnya wajib. 


" Sebagaimana diungkapkan Martin Palmer, Sekjen ARC dari Inggris yang disampaikan dalam rekaman 
video sebagai sambutan acara seminar nasional “Islam dan Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Eko- 
sistem” yang digelar Universitas Nasional di Jakarta pada Rabu (26/11/2014). Martin mengatakan selama 30 tahun 
berkecimpung dalam dunia konservasi, dia baru menemukan fatwa dari lembaga agama untuk perlindungan 
satwa langka, sebagaimana dimuat dalam laman http://ppi.unas.ac.id/dunia-internasional-mengapresiasi-fatwa- 
perlindungan-satwa-dari-mui/ 
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kan dukungan terhadap implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang RI Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 


Ishlahy, menguatkan substansi kebijakan publik dengan memberikan 
koreksi serta perbaikan pada normanya agar sejalan dengan ketentuan 
hukum Islam. 


Di antara fatwa yang masuk kelompok ishlahy ini adalah fatwa ten- 
tang imunisasi. Awalnya, kebijakan imunisasi diterapkan sebagai upaya 
untuk mewujudkan kekebalan kelompok agar terhidar dari wabah ter- 
tentu. Muncul kendala dalam upaya memperluas cakupan imunisasi, 
terutama di daerah yang memiliki tingkat ketaatan pada ajaran agama 
Islam. Akhirnya, pada 2016, atas dasar permohonan fatwa dari Kemen- 
terian Kesehatan, MUI membahas dan menetapkan Fatwa nomor 4 ta- 
hun 2016 tentang Imunisasi. Fatwa ini menegaskan dukungan terhadap 
program imunisasi sebagai mekanisme untuk meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan 
vaksin. 


Dalam perspektif hukum Islam, imunisasi pada dasarnya dibo- 
lehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan 
tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Na- 
mun, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan 
suci, dan penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau 
najis hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan untuk memberikan dukun- 
gan program imunisasi Pemerintah di satu sisi, di sisi lain mengingatkan 
Kementerian Kesehatan agar serius dalam program imunisasinya den- 
gan menyediakan vaksin yang halal, di mana waktu itu belum nampak 
keseriusannya. Bahkan, ada dokumen presentasi yang menyatakan bah- 
wa pewujudan vaksin halal itu membutuhkan biaya yang sangat besar 
dan waktu lama. 


Fatwa MUI tentang Imunisasi menjadi salah satu materi KIE dalam 
sosialisasi terhadap imunisasi, kerja sama Kemenkes-MUI selama ber- 
tahun-tahun. Puncaknya, saat Covid-19 melanda, Presiden RI dan Wakil 
Presiden RI secara khusus menegaskan komitmen Pemerintah untuk 
menyediakan Vaksin Covid yang Aman dan Halal. Fatwa lain yang be- 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


rada dalam kelompok ini adalah Fatwa tentang pelaksanaan ibadah saat 
Covid, dan fatwa tentang Keluarga Berencana, terutama pemanfaatan 
jenis alat kontrasepsinya, seperti tubektomi dan vasektomi. 


C. Tashhihy, Mengoreksi, membenarkan dan/atau memberikan sandingan 
norma atas kebijakan publik yang tidak sejalan dengan hukum Islam. 


Hal ini bisa terlihat pada fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan 
terhadap Perempuan. Fatwa ini diterbitkan sebagai koreksi atas kebi- 
jakan Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan Surat Edaran tentang 
Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Tenaga Kesehatan”. SE 
Nomor HK.oo.o7.1.3.1047a ini memicu gejolak di masyarakat, baik ma- 
syarakat awam maupun tenaga kesehatan, khususnya bidan. Surat Edar- 
an ini dinilai sangat bias dan justru tidak memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang minta disunat. Larangan ini justru mengundang masalah 
karena masalah sunat, tidak hanya urusan kesehatan tetapi berkaitan 
dengan urusan agama. Sebaliknya, oleh sebagian kelompok masyarakat, 
SE ini dijadikan “senjata” untuk terus mengampanyekan larangan prak- 
tek sunat perempuan di Indonesia. 


Merespons dinamika kontemporer tersebut, dengan pola ishlaly, 
MUI melakukan pembahasan dan menetapkan Fatwa Nomor 9A Tahun 
2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Bagi Perempuan. Isinya meng- 
oreksi SE yang ditetapkan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 
Departemen Kesehatan. Selanjutnya, atas dasar Fatwa tersebut, pada 
2010 Menteri Kesehatan mengoreksi total atas SE larangan medikalisasi 
sunat perempuan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. 


Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil 
Zina dan Perlakuan Terhadapnya juga ditetapkan sebagai bentuk tash- 
hih dari putusan MK terkait permohonan uji materi terhadap Pasal 43 
ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya 
MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan di- 
ubah dan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempun- 


2 Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor 
HK.oo.o74.31047a dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, ta- 
hun 2006, yang ditandatangani oleh Sri Astuti Suparmanto, selanjutnya disebut SE tentang Larangan Medikalisasi 
Sunat Perempuan. 
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yai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pe- 
ngetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mem- 
punyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
ayahnya”. Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri atau pun di 
luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya 
hidup, akte lahir hingga warisan. 


MUI menilai putusan MK tersebut sangat berlebihan, melampaui 
batas dan bersifat overdosis, yang berdampak konsekuensi yang luas ter- 
masuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara 
anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Akibat 
nyata putusan MK, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan 
kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik 
dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris”. Atas 
dasar itu, MUI menetapkan fatwa sebagai tashhih dan menyatakan bah- 
wa, (i) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, 
waris, dan nafagah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, (ii) 
Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafagah 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. 


Pasca fatwa ini, banyak tulisan mengkritisi putusan MK, dengan 
disandingkan perspektif hukum Islam. Salah satunya adalah tulisan 
Achmad Irwan Hamzani”, yang menyatakan bahwa Putusan MK berim- 
Plikasi luas, sebab anak di luar kawin mencakup anak yang lahir dari ha- 
sil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, dan anak 
yang lahir dari hasil zina. Apabila diterapkan terhadap anak luar kawin 
dalam pengertian anak hasil perkawinan yang sah menurut agama tetapi 
tidak dicatatkan, Putusan MK sudah tepat. Perkawinan secara hukum sah 
apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan masing- 
masing. Apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian 
anak hasil zina, menurut hukum Islam putusan MK tidak tepat diterap- 
kan. Anak hasil zina menurut hukum Islam hanya mempunyai hubung- 


? Keriuhan publik merespon putusan MK ini antara lain bisa dilihat dalam artikel detik.com “MUI Nilai 
Putusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis”, sebagaimana dimuat dalam laman https://news.detik. 
com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis 


2 Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ 
PUU-VIII/2010”, jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, h. 58, diunduh dari laman https://jurnalkonsti- 
tusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214/53 


14 Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


an nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. 


d.  Insya-y, memulai dengan menetapkan fatwa terhadap masalah baru 
yang penting untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat, dan dibutuh- 
kan sebagai sandaran dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan 
publik. 


Fatwa ini muncul bisa sebagai respons atas permintaan mustafti 
dan bisa juga proaktif, fatwa atas dasar inisiasi seiring dengan dinamika 
kontemporer. Misalnya fatwa tentang Zakat Maal untuk Bantuan Hu- 
kum?, yang ditetapkan pad Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 
Tahun 2018. Fatwa bermula dari kekosongan hukum yang mengatur 
mengenai tasaruf harta zakat untuk kepentingan bantuan hukum. Fatwa 
ini mengatur bahwa hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan 
layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan, (a) peneri- 
ma bantuan hukum tersebut beragama Islam, (b) penerima zakat untuk 
bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum), (c) ban- 
tuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan de- 
ngan agama. Fatwa ini kemudian menjadi dasar bagi BAZNAS dan juga 
lembaga amil zakat untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat pada 
bantuan hukum. 


Demikian juga Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indone- 
sia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Haji Yang 
Masuk Daftar Tunggu (Waiting Listy'?. Fatwa ini menjadi salah satu ruju- 
kan keagamaan dalam penyusunan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Haji. Substansi ketentuan dalam Ijtima Ulama 


2 Fatwa ini berasal dari pertanyaan LBH Jakarta kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat un- 
tuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat, dengan dua rumusan pertanyaan yaitu, (i) bolehkah dana 
zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?, (ii) bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk 
kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dam prinsip keadilan? 


2 Ini merupakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2012 yang diselenggarakan di 
Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Ada empat ketentuan hukum, yaitu: (i) dana setoran haji yang dit- 
ampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i 
adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan 
syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon 
haji atau ahli warisnya, (ii) dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Men- 
teri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penem- 
patan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk, (iii) hasil penempatan/investasi tersebut 
merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan 
calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata), sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) ber- 
hak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan, dan (iv) dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar 
tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. 
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diserap dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal 
6 menjelaskan kedudukan BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah 
haji dalam menerima setoran BPIH, dan juga mengelolanya. Sementara, 
Pasal 7 menegaskan bahwa “setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus meru- 
pakan dana titipan Jemaah Haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji”, 
jadi statusnya belum milik Pemerintah. Dua pasal dalam UU Pengelo- 
Jaan Keuangan Haji ini menjelaskan posisi dan kedudukan hukum dana 
setoran haji dan nilai manfaat hasil pengembangannya. Sebenarnya, 
pro-kontra penentuan besaran biaya haji bisa diminimalisir jika kembali 
kepada khittah posisi dan kedudukan uang tersebut, sebagaimana dia- 
tur dalam Keputusan Ijtima dan UU Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini 
untuk menjamin kesesuaian syariah, keadilan, dan kemaslahatan publik. 


Seluruh fatwa MUI mengenai ekonomi dan keuangan syariah be- 
rada dalam kelompok pola insya'??. Seluruh fatwa DSN-MUI menjadi 
binding dan dijadikan dasar dalam praktek ekonomi syariah. Bahkan, UU 
PPSK2 menegaskan bahwa seluruh aktifitas ekonomi keuangan syariah, 
baik bank maupun non-bank harus mengikuti prinsip syariah. Prinsip 
syariah didefinisikan sebagai “prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa 
dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga 
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”?. 
Dan UU ini menyebutkan secara eksplisit bahwa “lembaga yang memi- 
liki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Majelis 
Ulama Indonesia””. 


Fatwa MUI terkait produk halal juga merupakan produk fatwa den- 
gan pola insya'i. Fatwa-fatwa MUI dijadikan dasar dalam penyusunan 
standar jaminan produk halal (SJPH) dan dasar dalam penerbitan Serti- 
fikat Halal. 


2 Fatwa terkait dengan produk ekonomi dan keuangan syariah, di Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan 
oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 


2 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ini meru- 
pakan omnibus law bidang keuangan, yang di dalamnya mengatur dan mengubah berbagai ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait dengan keuangan. 


2 Lihat antara lain pada naskah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK Bagian Perbankan Syariah, h. 160. 


“ Pengaturan ini disebutkan secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 337 huruf h UU PPSK yang diundan- 
gkan 12 Januari 2023. 
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Ujian Penerapan Paradigma Simbiotik dalam Relasi Agama dan Negara 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Pendekatan simbiotik meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan 
dengan kebijakan negara. Masing-masing memiliki wilayahnya. Wilayah sub- 
stansi agama menjadi ranah lembaga agama yang punya kewenangan. Semen- 
tara negara bertugas mengadministrasikan urusan agama agar dapat dilak- 
sanakan secara baik serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban. Sejauh 
ini, pola relasi tersebut, meski ada dinamika, secara umum berjalan dengan 
memegang prinsip, kompetensi, dan yurisdiksi masing-masing. 


Dalam masalah sertifikasi halal terhadap produk pangan misalnya. Se- 
belum lahir UU Nomor 33 Tahun 2014, mandat sertifikasi halal kepada Majelis 
Ulama Indonesia diberikan oleh beberapa ketentuan peraturan perundang- 
undangan, di antaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon- 
sumen, UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Keputusan Menteri Agama No- 
mor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Pene- 
tapan Panganan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3519 Tahun 2001 
tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. 


UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara jelas 
mendudukan agama dan negara secara proporsional, dalam hubungan sim- 
biotik. MUI menetapkan kehalalan produk dan BPJPH sebagai representasi 
negara mengadministrasikan urusan agama, dengan menjalankan registrasi, 
dan juga penerbitan Sertifikat Halal. UU Jaminan Produk Halal memandatkan 
tiga hal, (i) sertifikasi Auditor Halal, (ii) penetapan Kehalalan, dan (iii) akredi- 
tasi LPH?. 


Namun, setelah lahirnya PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja, khususnya terkait Jaminan Produk Halal, telah menggeser pola relasi 
simbiotik yang menjadi konsensus berbangsa dan bernegara, dengan pemben- 
tukan komite fatwa oleh negara”. PERPU telah menggeser pola simbiotik an- 
tara wilayah agama dan negara, dengan mengambil alih peran agama ke dalam 
institusi negara. 


Pasal 33A mengatur Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan 
oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan keha- 
lalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan keten- 


2 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 10 


? Pembentukan Komite Fatwa ini disebutkan dalam Pasal 33, Pasal 33A, Pasal 33B, dan Pasal 63C. 
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tuan Fatwa Halal. Pasal 33B menjelaskan, Komite Fatwa Produk Halal dibentuk 
dan bertanggung jawab kepada Menteri, terdiri atas unsur ulama dan akade- 
misi. Aturan ini menggambarkan bahwa negara masuk dalam wilayah agama 
dengan membentuk institusi negara yang bertugas menentukan hukum aga- 
ma. 


Dalam paradigma hubungan agama dan negara sebagaimana digambar- 
kan di atas, PERPU telah menggeser paradigma simbiotik menjadi paradigma 
integralistik, di mana negara mentake-over peran agama dalam penetapan ke- 
halalan produk. Akankah, dengan PERPU ini negara akan bergerak menjadi 
negara teokrasi? Saya yakin tidak. Bisa jadi ini bagian dari kesalahan kalkulasi 
dalam penyusunan materi muatan PERPU. Bahkan patut diduga, perubahan 
norma baru dalam Perpu ini merupakan penyelundupan hukum mengingat 
tidak ada kegentingan yang memaksa terkait penyelenggaraan sertifikasi halal 
sehingga membutuhkan komite fatwa”. 


Kemungkinan kedua adalah kooptasi negara. Akibat keinginan untuk 
mempercepat proses, negara berusaha menundukkan aturan agama sehingga 
masuk dalam sistem birokrasi. Tentu ini akan melahirkan komplikasi dan kete- 
gangan, yang akan berdampak negatif bagi harmoni dan konsolidasi hukum 
nasional serta dan mengganggu pola relasi yang simbiotik-mutualistik antara 
agama dan negara. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Di samping UU PPSK dan Perpu Cipta Kerja, produk hukum dalam dua 
bulan terakhir ini” yang menegaskan hubungan agama dan negara dengan 
paradigma simbiotik adalah Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 
31 Januari 2023. UU PPSK dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 menegas- 
kan konsistensi peradigma simbiotik dalam membangun relasi agama dan 
negara. Tidak pada Perpu Cipta Kerja. 


Saya menilai konsideransi dan putusan MK terkait dengan perkawinan 


3 Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ihsan Abdullah menilai justru dengan pembentukan Komite 
Fatwa dikhawatirkan dapat menyebabkan kedaruratan bagi penyelenggaraan sistem jaminan halal di Indonesia. 
Lihat Ihsan Abdullah, “Seberapa Darurat Sistem Jaminan Halal hingga Presiden Harus Terbitkan Perppu?” diter- 
bitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, o7 Februari 2023, sebagaimana dalam laman https://nasional. 
sindonews.com/read/1016405/18/seberapa-darurat-sistem-jaminan-halal-hingga-presiden-harus-terbitkan-perp- 
pu-1675749737?showpage-all 


3 Dua bulan terakhir terhitung dari pidato ini disampaikan, pada 22 Februari 2022. Tanggal 30 Desember 
2022 diundangkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tanggal 12 Januari 2023 diundangkan UU PPSK, 
dan tanggal 31 Januari 2023 dibacakan Putusan MK 24/PUU-XX/2022. 
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beda agama adalah argumen akademik dan hukum terbaik yang menjelaskan 
implementasi hubungan agama dan negara dalam ketatanegaraan kita, khu- 
susnya ketika menjelaskan keterkaitan antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan MK memberikan gam- 
baran jelas mengenai paradigma simbiotik antara agama dan negara, di mana 
wilayah agama dan di mana wilayah negara. Keduanya memiliki wilayahnya 
masing-masing dan berjalan beriringan, tidak bersimpang jalan, pun juga ti- 
dak saling berebut wilayah garapan. 


Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 
31 Januari 2023 dinyatakan bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain 
lembaga atau organisasi keagamaan. Mahkamah Konstitusi menulis: 


“.. sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab 
bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama me- 
lalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki 
otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini 
menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau or- 
ganisasi keagamaan tersebut”. 


Dalam relasi agama dan negara pada masalah perkawianan, maka agama 
yang menentukan keabsahan perkawinan: 


“.. Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi 
agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan 
tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsah- 
an administratif perkawinan dalam koridor hokum?s. 


Larangan perkawinan beda agama itu menjadi domain pemuka agama 
melalui lembaga atau organisasi keagamaan. Bukan individu. Negara hanya 
menindaklanjuti: 


campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak 
sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal 
ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi 
keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan 
agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang 
kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undang- 
an. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, 
in casu larangan perkawian beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam 
hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, 
bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum. (halaman 627-628) 


3 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h. 624 
3 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h. 625 
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Dalam konteks ini, maka berdasakan putusan Mahkamah Konstitusi, 


pencatatan perkawinan itu dilakukan terhadap perkawinan yang sah: 


“. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat 1) UUD 1945 menyebutkan ti- 
dak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan 
yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menu- 
rut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada keten- 
tuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pen- 
catatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 
11974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan 
yang sah”. 


Pencatatan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh pengadilan 


bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Sah atau tidaknya 
perkawinan beda agama tetap menjadi domain lembaga atau organisasi kega- 
maan: 


Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawi- 
nan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan 
antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti 
negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini 
mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi 
keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal 
terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan 
dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya”. 


Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, jelas sekali bahwa nega- 


ra tidak boleh masuk pada ranah hukum agama, menentukan hukum sah atau 


tidak sahnya perkawinan yang merupakan domain agama. Demikian juga se- 
harusnya, negara tidak masuk dalam hal menentukan halal-haram dalam kon- 
teks jaminan produk halal. Ketika negara masuk pada wilayah agama, maka 
negara bisa dikategorikan offside dan bisa merusak prinsip bernegara serta 
konsensus nasional kita. 
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3 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h. 629 
3 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h.630 
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Menghidupkan Fatwa: Prinsip “LIVING” menuju Fatwa Progresif 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Untuk mengoptimalkan peran fatwa dalam mewujudkan keamaslahat- 
an publik, menghidupkan fatwa dalam kesadaran kolektif masyarakat, serta 
mengefektifkan proses transformasi fatwa dalam perlikau dan kebijakan pub- 
lik, dibutuhkan langkah-langkah penguatan fatwa, baik pada metodologi, sub- 
stansi, maupun administrasi dan advokasi fatwa. 


Untuk kepentingan itu, saya merumuskan prinsip “LIVING” dalam pene- 
tapan fatwa. Living Fatwa dapat dimaknai sebagai upaya menghidupkan dan 
menghadirkan fatwa sebagai panduan bagi masyarakat serta menjadikannya 
hidup dalam perilaku yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyara- 
kat. Untuk menjadikan fatwa hidup di tengah masyarakat, fatwa perlu adap- 
tif dengan kondisi, budaya, dan termasuk madzhab keagamaan masyarakat. 
Fatwa merupakan produk interaksi antara mufti dengan lingkungan sosial, 
budaya, ekonomi, dan poltik yang mengelilinginya. Fatwa harus kontekstual 
karena ia merupakan jawaban atas permasalahan kongkrit yang muncul di 
masyarakat dalam perspektif hukum Islam. 


Secara detil, prinsip penetapan fatwa agar hidup perlu mangdopsi 
pengdekatan LIVING, yaitu Luwes, Implementatif, Visioner, Ilmiah, Nalar- 
kritis, dan Gerak-dinamis. 


1.  Luwes (murunah) 
Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Fatwa keagamaan memiliki karakter yang murunah', luwes, lentur 
dan fleksibel. Murunah dalam fatwa merupakan manifestasi dari prinsip 
“al-yusr” atau kemudahan yang menjadi karakter dasar dalam pensyari- 
atan hukum". 


Kelenturan dalam penetapan fatwa tidak berarti tasahuli (meng- 


3 Hasan Mahmud Abdur Rauf Muhammad, Murunat al-Fatwa fi al-Syariah al-Islamiyyah: Dar al-Ifta al- 
Mushriyyah Anmudzajan' Mesir: Majalah al-Buhuts al-Fighiyyah wa al-Ganuniyyah, Universitas al-Azhar, 2020, 
Volume 35, Juz 1, hal. 357- 433, sebagaimana diunduh dari laman https://jlrjournals.ekb.eg/article 134859.html. 


3 Hasan Mahmud Abdur Rauf Muhammad, Murunat al-Fatwa fi al-Syariah a-Islamiyyah: Dar al-Ifta a- 
Mushriyyah Anmudzajan? Mesir: Majalah al-Buhuts al-Fighiyyah wa al-Ganuniyyah, Universitas al-Azhar, 2020, 
Volume 35, Juz 1, hal. 379, sebagaimana diunduh dari laman https://jlrjournals.ekb.eg/article 134859.html. 
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gampangkan dalam berfatwa), terlebih tahakkum, (menetapkan hukum 
tanpa dasar ilmu). Mengingat fatwa merupakan jawaban hukum syari, 
maka dalam penetapannya terikat oleh kaedah-kaedah penetapan hu- 
kum syari yang bersifat ajeg dan harus dipedomani. Kelenturan fatwa 
tetap dalam koridor kaedah hukum syar'i, mendasarkan diri pada metode 
ijtihad dan pedoman dalam penetapan fatwa. Ada guyud dan dlawabith 
yang dipegang secara konsiten. Namun pada saat yang sama, fatwa bersi- 
fat lentur, khususnya terhadap masalah-masalah yang masuk kategori 
“al-mutaghayyirat”. Dan yang paling penting, fatwa bersifat solutif. 


Kelenturan fatwa memiliki basis akademik melalui berbagai kae- 
dah fikih, di antaranya kaedah yang disampaikan Ibnu Gayyim al-Jauzi- 
yah? yang menyatakan: 


Ily lg TSI, Tea I A3 Una ia, all His 
sa, LI, 


Perubahan fatwa dan perbedaannya disebabkan oleh perubahan 
waktu, tempat, kondisi, niat dan dan adat istiadat. 


Dalam fatwa MUI, perubahan fatwa dapat terlihat dalam berbagai 
fatwa yang ditetapkan, di antaranya saat menetapkan fatwa tentang Vak- 
sin Meningitis. 


Pada 2009, MUI menetapkan Fatwa Nomor oz Tahun 2009 tentang 
Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah, yang isi- 
nya menetapkan hukum boleh (mubah) penggunaan vaksin Meningi- 
tis produksi GSK yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang 
dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan 
dengan bahan babi. khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib. Ke- 
tentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut 
berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis 
yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan 
penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah. Tahun 
berikutnya, 2010, setelah adanya Produk Vaksin lain yang dalam proses 
produksinya memenuhi standar halal, tidak bersentuhan dengan babi 
atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian, 


3 Ibnu Gayyim al-Jauziyah, Plam al-Muwaggiin 'an Rabb al-Alamin, (Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauziyyah, 
2022), juz 4, hal. 337. 
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maka MUI menetapkan fatwa Nomor 6 Tahun 2010 yang menyatakan 
bahwa, dari tiga jenis Vaksin Meningitis yang dilakukan pemeriksaan, 
ditetapkan, (i) Vaksin Mencevax" ACW135Y hukumnya Haram, (ii) Vak- 
sin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal, 
dan (iii) Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang 
halal. Fatwa ini juga mencabut Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang 
menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau um- 
rah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena al-hajah 
(kebutuhan mendesak) dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 


Perubahan fatwa ini juga didasarkan pada beberapa kaedah se- 
bagai berikut: 


Ike HI IL al NI Bl SI 


“Apabila ada kondisi sempit maka akan ada kelapangan, dan apa- 
bila sudah ada kelapangan, maka akan kembali sempit” 


LSN ES ED Oya IS AS an 


“Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat.” 


SES Ii s0 4 2 SA 


“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” 


Way )AA Son an 
“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar 
(kebutuhan )-nya.” 


Sementara, tidak semua perubahan kondisi dapat mengubah fat- 
wa. Fatwa MUI tentang Vasektomi, merupakan salah satu contohnya. 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan 
bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram??. 


Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pada 2009 ada 
informasi ilmiah bahwa vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situ- 


39 Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun 
oleh KH. Rahmatullah Siddig, KHM. Syakir, dan KHM. Syaf''i Hadzami, yang menegaskan bahwa, (i) pemandulan 
dilarang oleh agama, (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan, dan (iii) di Indonesia be- 
lum dapat dibuktikan bahwa vasectomi/tubektomi dapat disambung kembali. 
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asi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat di- 
lakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan 
mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali 
akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi. 


Setelah dilakukan kajian secara seksama, dengan mengundang ahli 
urologi dan BKKBN, maka melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se- 
Indonesia, ditetapkan bahwa praktek vasektomi hukumnya tetap haram. 
Salah satu pertimbangannya adalah vasektomi sebagai alat kontrasepsi 
KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu be- 
rakibat terjadinya kemandulan tetap. Sementara itu, upaya rekanalisasi 
(penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan 
kembali yang bersangkutan. 


Pada 2013, ada pertanyaan kembali mengenai hukum vasektomi 
seiring dengan perkembangan baru. Dan setelah dilakukan pembahasan, 
Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Cipasung 
Tasikmalaya, pada 2012 menyatakan Vasektomi hukumnya haram, kecu- 
ali: (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at (b) tidak menimbul- 
kan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisa- 
si yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak 
menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak 
dimasukkan ke dalam program dan methode kontrasepsi mantap. 


Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Ten- 
tang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim misalnya, 
sebagaimana disimpulkan Yus Afrida dalam penelitiannya” bahwa 
Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan ijtihad atau penemuan hu- 
kum menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dinamika 
sosial masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau 
menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan yang terjadi di 
masyakat yang cenderung plural. 


2. Implementatif (“amalby tathbigi) 


Fatwa yang ditetapkan harus dipastikan dapat terimplementasi. 
Karena itu sebelum fatwa ditetapkan, mufti harus mengenal bagaimana 


4 Yus Afrida , “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggu- 
nakan Atribut Keagamaan Non-Muslim", JUDISIA Jurnal Pemikian Hukum dan Hukum Islam, Vol 12, No 2 (2021), 
hal. 209, sebagaimana diunduh dari laman https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9412 
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kondisi mustafti dan dampak yang ditimbulkan dalam hal implementasi 
fatwa. 


Fatwa harus melihat realitas sosial di mana dan bagaiamana fat- 
wa diminta, dan apa dampak yang ditimbukan jika fatwa hendak dilak- 
sanakan. Siapa yang akan melaksanakan dan dalam konteks apa. Fatwa 
bukan hanya sekedar jawaban normatif keagamaan dengan pendekatan 
teks semata, lebih-lebih bersifat deduktif. Hal ini mengingat masalah 
yang difatwakan itu bersifat kongkrit, aktual, karenanya membutuhkan 
jawaban yang bisa diimplementasi. 


Di samping mengenali konteks ruang dan waktu si mustafti, fatwa 
yang sudah ditetapkan juga harus diikhtiarkan untuk dapat diimplemen- 
tasikan, baik secara langsung maupun melalui pengaturan. 


Perubahan sosial sering kali menuntut adanya penyesuaian dalam 
hal aturan, termasuk pemahaman hukum Islam dan praktek keagamaan- 
nya. Dalam konteks fikih, ada azimah dan ada rukhshah. Rukhshah di- 
berikan sebagai bentuk kemudahan agar aturan hukum Islam tetap 
dapat diimplementasikan, meskipun dalam kondisi yang berbeda den- 
gan kondisi normal. Jika kondisi normal, berlaku hukum normal, yang 
dikenal sebagai azimah. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Penerapan protokol kesehatan saat Wabah Covid 19 berpengaruh 
dalam redefinsi pemahaman dan praktek hukum Islam, khususnya iba- 
dah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ibadah shalat Jumah itu adalah 
suatu kewajiban. Sebagian masyarakat menilai kewajiban tersebut harus 
dilaksanakan dan tidak dapat ditinggalkan, meski ada wabah. Sementara 
kondisi wabah Covid-19 waktu itu belum dapat dikendalikan, dan salah 
satu langkah preventif agar tidak meluas penularannya adalah dengan 
meminimalisir kerumunan. Ada dilema dan kegamangan. Atas dasar 
itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan dan 
penetapan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ibadah 
Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa ini menegaskan bahwa 
“Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi 
atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka 
ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat 


Pidato Pengukuhan Guru Besar 25 


zuhur di tempat kediaman... “. 


Dalam kajian hukum Islam, pertimbangan untuk mencegah kemaf- 
sadatan itu didahulukan dari pada memeperoleh kemaslahatan.” Pene- 
tapan fatwa ini juga meneguhkan sisi fleksibilitas hukum Islam. Hal ini 
juga didasarkan pada pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu'4 yang 
menyatakan tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat 
jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang 
karena ketidakhadirannya. 


Demikian juga saat Ramadhan dan Idul Fitri 2020, saat wabah Co- 
vid-19 belum sepenuhnya terkendali sehingga masih diberlakukan pem- 
batasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan keagamaan me- 
lalui fatwa Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan 
Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19. Salah satu yang diatur dalam 
Fatwa ini adalah ketentuan shalat Idul Fitri di rumah. Untuk kepentin- 
gan mencegah potensi penularan Covid-9, shalat Idul Fitri boleh dilak- 
sanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau 
secara sendiri (munfarid), terutama yang berada di kawasan penyebaran 
COVID-19 yang belum terkendali". Fatwa ini pun memberikan panduan 
kaifiat shalatnya dan contoh khutbahnya untuk dijadikan pedoman bagi 
keluarga muslim. 


Tidak hanya fatwa, MUI juga menerbitkan naskah khutbah Idul 
Fitri agar dijadikan rujukan bagi para orang tua yang hendak melak- 
sanakan ibadah bersama keluarga. Ramadhan dan Idul Fitri 2020 adalah 
momentum keluarga muslim Indonesia untuk meneguhkan kebersa- 
maan dan menguatkan ketahanan, dengan ibadah from home. Hal ini 
mencapai puncaknya saat Shalat Idul Fitri. Banyak keluarga muslim yang 
menyelenggarakan shalat Idul Fitri berjamaah bersama keluarga kecil- 


# Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi 
Terjadi Wabah Covid-19 


# Kaedah fighiyyah dar'ul mafasid mugaddamun “ala jalb al-mashalih 


#8 Dalam terminologi hukum Islam dikenal kaedah hukum yang menegaskan fleksibilitasi hukum Islam 
“la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-awaid”, tidak diingkari adanya 
perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi. 


“ Imam al-Nawawi, al-Majmu' syarh al-muhadzdzab, juz 4 halaman 352 


“ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul 
Fitri Saat Pandemi Covid-19. 
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nya. Kondisi ini telah berkontribusi dalam memperkokoh ketahanan ke- 
Juarga. Interaksi fisik dan kebersamaan dalam hal kegiatan keagamaan. 


Awal munculnya fatwa ini mengagetkan banyak pihak. Tidak se- 
dikit yang melakukan penolakan, namun akhirnya dapat dipahami dan 
dijadikan acuan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan 
Covid-19. Fatwa-fatwa MUI terkait dengan Covid-19 diterima sebagai 
panduan dalam perilaku keagamaan publik dan juga dijadikan dasar 
serta rujukan dalam menetapkan kebijakan publik. Respon akademik 
atas Fatwa MUI tentang Covid-19g mengalami fragmentasi, resistensi dan 
apresiasi”. 


Survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dengan per- 
tanyaan yang diisi responden 13.549 orang muslim menguji pengetahuan 
umat Islam terhadap Fatwa MUI terkait pencegahan penyebaran Cov- 
id-19. Ketika disodori pertanyaan “Apakah Anda tahu fatwa MUI Pusat 
tentang pencegahan penyebaran Covid-19?” Mayoritas responden men- 
getahui keberadaan Fatwa MUI No.14/2020, yaitu sebesar 95.98 persen 
dan juga memahami isinya. Hanya 4,02Y0 yang tidak mengetahuinya. 
Pertanyaan responden diajukan terkait pemahaman dan kesiapan 
mengikutinya. Pertanyaan ini sengaja disampaikan mengingat adanya 
dinamika penolakan pembatasan pelaksanaan ibadah di tengah wabah. 


“8 Secara khusus mengani hal ini, salah satunya bisa dibaca dalam Asrorun Niam Sholeh, Toward a Pro- 
gressif Fatwa: MUTs Respon to the COVID-19 Pandemic, Jakarta: Jurnal Ahkam, 2020, Volume 20, Nomor 2, Tahun 
2020, hal. 281-298. 


4 Ahmad Fawaid, Kontestasi Dan Resepsi Akademis Atas Fatwa Mui Tentang Covid-1g: Tinjauan Bibliografis 
Atas Monografi Tahun 2020-2021, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Volume 7, Nomor 2, 2021. Hal. 
282. 
M Sofwan Jauhari and Abdul Ghoni, “The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank 
Interest, and Interfaith Marriage), AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 20, no. 2 (2020): 233—56, https://doi.org/10.15408/ 
ajis.v2012.18685. 
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Apakah Anda tahu fatwa MUI Pusat tentang D4 
pencegahan penyebaran Covid-19? 


Mayoritas responden mengetahui keberadaan Fatwa MUI 
No.14/2020 dan memahami isinya. Hanya 4,026 yang tidak 
mengetahuinya. 
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Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, 917 


MAJELIS REBOAN 


Berbeda dengan dinamika yang diberitakan, mayoritas responden 
muslim juga siap untuk tidak melaksanakan shalat/Jumatan di masjid 
JIKA penyebaran Covid-g di wilayahnya tidak terkendali. Sebanyak 95, 
38 Yo responden menyatakan kesiapannya untuk mentaati fatwa MUI 
dalam hal tidak shalat jamaah dan Jumatan di masjid jika wilyahnya ti- 
dak terkendali, dengan rincian sebanyak 40,190 responden menyatakan 
siap, dan 55,27Y0 responden lainnya menyatakan sangat siap. Sementara 
itu masih ada 3,780 responden yang menyatakan tidak siap.“ 


Fatwa MUI terkait dengan Covid ini ditetapkan dengan pertimban- 
gan realitas sosial yang melingkupinya, yang menuntut adanya adaptasi 
terhadap lingkungan strategis, sehingga fatwa dapat diimplementasikan, 
solutif, dan kompatible dengan langkah pencegahan COVID-19, namun 
tetap dalam koridor keagamaan. Pendekatan fatwa dengan memperha- 


“8 Akmal Salim Ruhana dan Haris Burhani, Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Mengha- 
dapi Covid-19, laporan Survey Majelis Reboan pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dirilis pada 13 Mei 2020. 
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tikan aspek tathbigi ini memungkinkan fatwa bisa hidup dan menjadi 
panduan dalam perilaku keagamaan, meski menghentak kesadaran ke- 
agamaan yang selama ini telah terpraktekkan lama. 


3. Visioner (mustagbaliah) 


Agar fatwa dapat diterima dalam kesadaran hukum masyarakat, 
penetapan fatwa harus visioner dan menjangkau ke depan. Di samping 
berdasar pada pada kondisi yang bersifat empirik, fatwa juga melihat 
pada apa yang ditimbulkan jika fatwa tersebut dipedomani dan diprak- 
tekkan. Karenanya dalam penetapan fatwa perlu melakukan nazhar fii 
maalat al-afal (melihat pada akibat hukum). 


Penetapan Fatwa harus mempertimbangkan sisi keberlakuan dan 
dampak yang ditimbulkan pasca keberlakuannya. Pertimbangan pene- 
tapan fatwa perlu menjangkau pada akibat yang ditimbulkan jika diim- 
Plementasikan, dengan mengupayakan terwujudnya kemaslahatan serta 
sedapat mungkin menghindarkan diri dari mafsadat yang ditimbulkan. 


Melihat “maalat al-afal” meniscayakan penetapan fatwa yang 
dinamis (tathawwury) dan tidak statis (ghair sukuny). Melihat aspek 
maalat al-afal merupakan faktor yang dapat mendinamisir penetapan 
fatwa, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Penggunaan- 
nya di bidang muamalah lebih dinamis mengingat prinsip dasar dalam 
hal muamalah adalah pendekatan rasional dan pertimbangan kemasla- 
hatan'. 


Teori maalat al-afal menuntut adanya pertimbangan tiga hal 
dalam penetapan fatwa, pertama, aktifitas perbuatan, kedua, kodisi “al- 
wagi" yang melingkupi di mana perbuatan itu dilakukan serta lingkung- 
an yang mempengaruhinya, dan ketiga, dampak yang ditimbulkan dari 
perbuatan tersebut di kemudian hari”. Teori maalat al-afal berkait- 
an dengan dua kaedah untuk melindungi tujuan syari'at yaitu kaedah 
dzariah dan al-hiyal al-syar'iyyah, serta dua kaedah untuk mewujudkan 
keamsalahatan mukallaf, yaitu istihsan dan muraat al-khilaf. 


“ Yusuf Abdillah Ahmitu, Mabda' Ptibar al-Maal fi al-Bahts al-Fighi, Beirut: Markaz Nama li al-Buhuts wa 
al-Dirasat, 2012, cetakan pertama, hal. 12. 


5 Yusuf Abdillah Ahmitu, Mabda' Ptibar al-Maal fi al-Bahts al-Fighi, Beirut: Markaz Nama li al-Buhuts wa 
al-Dirasat, 2012, cetakan pertama, hal. 347-348. 


3 Umar Jiddiyah, Ashl Ptibar al-Maal Bain al-Nazhariyah wa al-Tathbig, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010, ce- 
takan pertama, hal. 19 
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Dalam konteks nazhar fi maalat al-afal, yang dijadikan pertim- 
bangan bukan hanya sesuatu yang “Wagi”, tetapi juga yang bersifat 
“mutawagga”(yang akan terjadi dengan ukuran yang bersifat rasional, 


bukan ramalan). 


Fatwa MUI tentang Nikah Di Bawah Tangan menjadi salah satu 
fatwa yang mengadaptasi teori maalat al-af'al. Fatwa Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan menjelaskan bahwa yang dimak- 
sud dengan Nikah Di Bawah Tangan adalah “Pernikahan yang terpenuhi 
semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam figh (hukum Islam) na- 
mun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Fatwa ini dijelaskan dua 
diktum yaitu: 

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah 
terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat 
madharrat. 

2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi ber- 
wenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak 
negative/madharrat (saddan lidz-dzariah). 


Ketentuan dalam fatwa ini juga sejalan dengan prinsip maslahah 
mursalah, khususnya terkait dengan keharusan pencatatan pernikahan. 
Hal ini juga menguatkan kebijakan publik terkait administrasi perkawi- 
nan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Fatwa ini juga menunjukkan pola hubungan simbiotik an- 
tara agama dan negara. Landasan noratif fatwa ini juga dikuatkan pan- 
dangan Syeikh Nawawi al-Bantani? yang menyatakan: 


OB Tas pala Kang agaknya IS dagang JS G Kla al ISI 
— 3 oli Hi IIS Loe Telan an3 VE 


Apabila negara mewajibkan setuatu yang wajib maka semakin ko- 
koh kewajibannya. Apabila negara mewajibkan sesuatu yang sun- 
nah maka menjadi wajib. Apabila negara mewajibkan sesuatu yang 
mubah, jika di dalamnya ada pertimbangan kemaslahatan umum 
seperti kewajiban meninggalkan merokok maka menjadi wajib” 


Demikian juga dalam penetapan standar fatwa halal yang dilaku- 
kan MUI. Di samping konsen terhadap komposisi dan proses produksi, 


? Syeikh Nawawi al-Bantani, Nihayatu al-Zein, juz 1, hal. m2. 
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Fatwa MUI mengatur soal bentuk, aroma, rasa, nama, dan gambar kema- 
san produk. Jika kita melihat material semata, maka fatwa tidak dapat 
menjangkau soal bentuk. Akan tetapi, dengan pendekatan “maalat al- 
af'al” fatwa MUI menetapkan bahwa produk pangan yang menggunakan 
nama yang diharamkan tidak bisa ditetapkan kehalalannya. Demikian 
juga produk pangan yang meterialnya halal tetapi diproduksi dalam ben- 
tuk hewan yang diharamkan misalnya. Ini untuk mencegah adanya per- 
misifitas masyarakat terhadap sesuatu yang diharamkan. Ke depan, jika 
itu dibuka dan dilonggarkan, dikhawatirkan akan tidak ada lagi sensitifi- 
tas halal-haram bagi masyarakat. 


Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi 
Fatwa Halal, bagian keempat terkait masalah Penggunaan Nama dan 
Bahan, dijelaskan bahwa: (i) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggu- 
nakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang menga- 
rah kepada kekufuran dan kebatilan, (ii) Tidak boleh mengkonsumsi dan 
menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang 
mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan teru- 
tama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (“urf) dan dipastikan 
tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, 
bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao, (iii) Tidak boleh mengkonsumsi dan 
menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman 
yang menimbukan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang 
yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll, dan 
(iv) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan 
nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, bran- 
dy, beer, dan lain-lain. 


Pro kontra muncul di tengah masyarakat. Pada 2016, MUI meneri- 
ma pengajuan sertifikasi halal produk Rawon Setan. Sesuai dengan stan- 
dar yang dipedomani, MUI meminta perubahan nama-nama menu yang 
menjurus pada kekufuran. Beberapa waktu lalu juga terjadi kehebohan 
publik dengan nama-nama menu makanan dari Mie Gacoan. Namun, 
masyarakat perlu terus diedukasi. Sekalipun bahan dan proses produk- 
sinya telah memenuhi standar halal, pelaku usaha juga harus menggu- 
nakan nama atau bentuk yang tidak teras?osiasi pada barang yang ha- 


53 Pertemuan antara MUI dengan manajemen Mie Gacoan dilaksanakan pada Jumat 10 Februari 2023, 
mendiskusikan mendiskusikan upaya yang mewujudkan jaminan halal atas produk pangan yang disediakan Mie 
Gacoan. Mie Gacoan juga berkomitmen menyiapkan tata kelola sistem jaminan halal dalam perusahaannya, dan 
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ram dan/atau najis serta kekufuran. 


Setelah dilakukan penjelasan dan edukasi, pada 10 Februari 2023, 
manajemen Mie Gacoan memberikan klarifikasi di kantor MUI, bahwa 
per1 Februari 2023 manajemen sudah mengubah nama-nama menu, dari 
yang semula bernama mie iblis, mie setan, es Tuyul hingga es Pocong 
menjadi nama-nama yang basisnya permainan tradisional, seperti gobak 
sodor. Perlu ada langkah persuasi agar fatwa MUI dapat dipahami oleh 
masyarakat dan kemudian dipedomani. Upaya memahamkan masyara- 
kat terhadap tujuan di balik penetapan fatwa ini perlu terus dilakukan 
hingga menjadi kesadaran hukum dan diterima baik sehingga menyatu 
dengan hukum yang hidup dalam nalar dan perilaku masyarakat. 


Terkait dalam upaya tagnin Fatwa, dengan langkah komuniasi se- 
bagai pengejawantahan paradigma simbiotik, maka fatwa ini kemudian 
diserap dalam regulasi, melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang 
diterbitkan pada 19 Januari 2023. 


Pasal g Perpres ini mengatur bahwa produk harus tidak menggu- 
nakan nama yang mengarah padasesuatu yang diharamkan atau memuat 
pornografi serta tidak memilikikarakteristik/profil sensoris yang menga- 
rahpada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan 
ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia". Di samping itu, pengemasan 
dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang 
digunakan dengan desain kemasan, tanda,simbol, logo, nama, dan gam- 
bar yang tidakmenyesatkan, serta dikemas dan diberi label dengan tidak 
melanggar prinsip syariat Islam. 


Pasal 6 angka (5) huruf g mengatur bahwa bahan berupa alkohol/ 
etanol dapat digunakan selama alkohol/etanol tersebut tidak berasal 
dari industri khamar yang secara medis tidak membahayakan dan tidak 


telah menyesuaikan nama-nama produk yang sebelumnya sempat kontroversi. Lihat selengkapnya antara lain 
dalam detik.com “MUI Diskusi dengan Mie Gacoan soal Sertifikasi Halal Usai Nama Menu Diubah" sebagaimana 
dalam laman https://news.detik.com/berita/d-6562604/mui-diskusi-dengan-mie-gacoan-soal-sertifikasi-halal- 
usai-nama-menu-diubah. 


## Ada dua fatwa yang terkait dengan hal ini, yaitu Fatwa Noamor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi 
Fatwa Halal dan Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang 
Tidak Dapat Disertifikasi Halal. 


5 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kes- 
ehatan, Pasal g ayat (1) huruf b,c, dan d 
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disalahgunakan. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa MUI Nomor Fatwa 
Noamor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Fatwa No- 
mor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. 


Demikian juga dalam hal fatwa tentang kebolehan orang yang kha- 
watir tertular penyakit atau khawatir menularkan penyakit, boleh untuk 
tidak shalat jumat, sebagaimana fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ten- 
tang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, yang 
menyatakan: 

1. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan 
mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang 
lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, 
karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan 
banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus 
secara massal. 

2. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini ti- 
dak terpapar COVID-19, “dalam hal ia berada di suatu kawasan 
yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasar- 
kan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh mening- 
galkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur 
di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima 
waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum 
lainnya”. 


Fatwa ini ditetapkan bukan hanya atas dasar sesuatu yang “al- 
wagi”(realitas yang terjadi), tetapi didasarkan pada sesuatu yang “al- 
mutawagga'”(yang akan terjadi, yang didarakan pada analisis rasional dan 
terukur). Fatwa ini, meski awalnya menimbulkan pro-kontra mengingat 
substansi fatwanya “mengoyak" kemapanan praktek beragama, akhirnya 
dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi perilaku keagamaan publik, 
dan juga menjadi salah satu KIE Pemerintah dalam pengendalian Co- 


vid-19. 


4 Ilmiah (manhiji) 


Bagian dari upaya menghidupkan fatwa dalam masyarakat yang 
terus berubah adalah memastikan penetapan fatwa didasarkan pada ar- 
gumen yang berbasis akademik dan ilmiah serta menjaga integritas keil- 
muan. 


Fatwa yangilmiah adalah fatwa yang mengikatkan diri pada metode 
ijtihad yang shahih, metodologis (manhajiyah), yang berarti bahwa cara 
berpikir didasarkan kepada metode yang disepakati oleh para ulama, 
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baik ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul figh, maupun gawaid fighiyyah, bukan 
produk yang dihasilkan tanpa batasan dan tanpa aturan (bilaa hudud wa 
laa dlawabit). 


Penetapan fatwa harus didasarkan pada kaedah-kaedah keilmuan 
yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks fatwa MUI, MUI kon- 
sisten dalam berpegang pada metode dan pedoman penetapan fatwa, di 
antaranya: 

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan 
dalil-dalilnya (ma'lum min al-din bi al-dlarurah) dilakukan de- 
ngan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. 

2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan 
pendapat (masail khilaftyah) di kalangan madzhab, maka : 

a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian 
titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan 
melalui metode al-jam'u wa al-taufig, 

b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat 
tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih me- 
lalui metode mugaranah dengan menggunakan kaidah-kai- 
dah ushul figih mugaran. 

3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan 
pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang 
mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode ba- 
yani dan tallili (giyasi, istihsaniy, ilhagiy, istihsaniy dan sad al- 
zarad't) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedo- 
mani oleh para ulama madzhab. 


Fatwa ditetapkan atas kekuatan dalil dan argumen ilmiah, bukan 
oleh banyaknya suara. Karenanya tidak dikenal voting dalam penetapan 
fatwa MUI. Jika pada masalah yang sedang dibahas terdapat perbedaan 
pandangan, dan tidak tercapai titik temu, maka ditunda sampai dimung- 
kinkan terjadinya kesepakatan. Dan jika ternyata tidak dapat bersepakat, 
maka fatwa ditetapkan dengan menyampaikan adanya perbedaan pan- 
dangan tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing. 
Dalam penetapan fatwa, khususnya pada masalah aliran keagamaan, 
ibadah, dan pangan, menggunakan pendekatan ihtiyath (mengambil 
pandangan keagamaan yang paling hati-hati) serta sedapat berpegang 
pada prinsip al-khuruj min al-khilaf (mungkin keluar dari perbedaan 
pendapat). 


Penetapkan fatwa meniscayakan pandangan ahli yang memiliki 
kompetensi untuk memperoleh “tashawwur masalah” secara utuh ten- 
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tang substansi yang akan difatwakan. Fatwa produk halal menempatkan 
“ulama di bidang pangan” sebagai referensi utama dalam penetapan ke- 
halalan produk. Dalam Fatwa MUI tentang Standar Sertifikasi Penyem- 
belihan Halal?” misalnya, fatwa mengakomodasi perkembangan ilmiah 
di bidang teknologi peternakan, semisal penyembelihan mekanis dan 
proses stunning (pemingsanan) penyembelihan hewan. Fatwa tersebut 
menetapkan, Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses pe- 
nyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat: (i) stunning hanya 
menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian 
serta tidak menyebabkan cedera permanen, (ii) bertujuan untuk mem- 
permudah penyembelihan, (iii) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, 
bukan untuk menyiksa hewan, (iv) peralatan stunning harus mampu 
menjamin terwujudnya ketiga syarat tersebut, serta tidak digunakan an- 
tara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif, dan (v) 
penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaan- 
nya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya keem- 
pat syarat yang ada.” Salah satu pertimbangan penyembelihan dengan 
menggunakan stunning adalah aturan mengenai animal welfare. Dalam 
fatwa, prinsip animal welfare dikontekstualisasi dengan perspektif ihsan 
dalam proses penyembelihan. Syarat dan kondisinya dioperasionalkan 
sesuai dengan disiplin keilmuan yang memiliki keahlian. 


Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, keberadaan auditor 
halal yang dimiliki oleh Lembaga Pemeriksa Halal, -- yang berasal dari 
ahli di bidang pangan dan ilmu terapan lainnya, merupakan “mata” dan 
“telinga” dalam penetapan fatwa, berfungsi mengoperasionalkan fatwa 
tentang standar halal, untuk memastikan bahwa komposisi dan proses 
produksi pangan sesuai dengan standar halal. Fatwa MUI dihidupkan 
dalam bentuk kebijakan publik dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, 
melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan turunannya, seper- 
ti Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 6 Tahun 2023 tentang 
Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan?'. Salah satu 
kriteria yang harus dipenuhi dalam cara pembuatan produk yang halal 


5 Lihat secara lebih lengkap dalam Fatwa Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembeli- 
han Halal. 


3 Diktum Fatwa Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal bagian F Nomor 
3. 


5 Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Bi- 
ologi, Dan Alat Kesehatan 
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adalah tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang di- 
haramkan atau memuat pornografi, serta tidak memiliki karakteristik/ 
profil sensoris yang mengarah pada produk haram atau yang telah di- 
nyatakan haram berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia”. 


Fatwa terkait aliran keagamaan, harus didahului dengan peneli- 
tian yang memenuhi kaedah keilmuan, empiris, konfirmasi, dan analisis 
mendalam atas masalah yang hendak dikaji. Secara kelembagaan, tugas 
penelitian dan penemuan ilmiah dilakukan oleh Komisi Pengkajian yang 
hasilnya dijadikan referensi dan rujukan dalam pembahasan dan pene- 
tapan fatwa di Komisi Fatwa". 


5. Nalar-kritis (tafkir-nagdy) 


Sebelum fatwa ditetapkan, harus dilakukan kajian komprehen- 
sif guna memperoleh deskripsi utuh mengenai gambaran masalah dari 
sudut pandang lintas keilmuan, dampak sosial keagamaan yang ditim- 
bulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang 
berkaitan dengan masalah tersebut. Kajian komprehensif tersebut men- 
cakup pandangan fugaha mujtahid masa lalu, telaah hukum positif yang 
terkait masalah yang ditanyakan, keputusan lembaga-lembaga fatwa 
dan/atau hukum di negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas 
muslim, hasil pertemuan ilmiah serta hasil penelitian yang terpublikasi- 
kan serta fatwa dari lembaga atau institusi lain. 


Penetapan fatwa harus didahului dengan pemahaman mengenai 
masalah yang dimintakan fatwa (tashawwur masalah) secara utuh dan 
komperehensif. 


Ada kalanya fatwa menjawab pertanyaan yang diajukan, namun 
bisa jadi fatwa ditetapkan menjawab masalah yang dibutuhkan, bukan 
sekedar yang ditanyakan. Di sinilah pentingnya nalar-kritis bagi mufti 
dalam membahas dan menetapkan fatwa. Hal ini bisa terlihat saat mara- 
knya fenomena pencabulan sesama jenis, kemudian muncul pertanyaan 


59 Pasal g ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal 
Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan. 


50 Terkait hal ini, MUI menetapkan beberapa fatwa dan keputusan yang dijadikan pedoman dalam pene- 
litian terhadap suatu aliran keagamaan, demikian juga dalam pembahasan dan penetapan fatwanya, di antaranya 
tentang (i) kriteria aliran sesat yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2003, (ii) kriteria peng- 
kafiran (dlawabit takfir) yang ditetapkan dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015, (iii) 
Dlawabith dan kriteria penodaan agama yang ditetapkan dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 
Tahun 2021. 
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mengenai hukum LGBT. Setelah mengkaji secara mendalam, MUI akh- 
irnya menetapkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang LGSP (Lesbi, Gay, 
Sodomi, dan Pencabulan). 


Fatwa ini menjelaskan tentang makna LGBT yang di publik cen- 
derung dicampuradukkan antara orientasi seksual dengan aktifitas sek- 
sual menyimpangnya. Bagian pertama fatwa ini menerangkan bahwa 
“hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki 
hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan 
nikah yang sah secara syar'i”. Bagian kedua dijelaskan bahwa orientasi 
seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan 
serta penyimpangan yang harus diluruskan. 


Selanjutnya homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya ha- 
ram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah), dan pelakunya, baik 
lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/ 
atau ta'zir. Sementara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dike- 
nakan hukuman hadd zina, yaitu hukuman mati. Sementara, akktifitas 
pencabulan, yakni pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, meremas, 
dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilaku- 
kan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama 
jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram, dan pelakunya 
dikenakan hukuman ta'zir. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) 
homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya 
dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Melegalkan ak- 
tifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya 
adalah haram. 


Fatwa ini muncul ketika maraknya kasus kejahatan seksual ter- 
hadap anak, yang dilakukan dengan cara sodomi. Fatwa ini ditetap- 
kan menjawab masalah kontemporer, kontekstual dan memiliki peran 
strategis dalam membangun kesadaran publik tentang bahaya aktifitas 
seksual menyimpang. Fatwa ini kemudian menjadi salah satu referensi 
dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten- 
tang Perlindungan Anak menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, yang salah 
satu muatannya adalah pemberatan hukuman bagi pelaku pencabulan 
terhadap anak, hingga hukuman mati. 


Nalar kritis juga diterapkan dalam pembahasan Fatwa ketika ada 
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pertanyaan tentang hukum Sunat terhadap Perempuan. Setelah mendal- 
ami setting sosial, diskusi publik, arah dan pertimbangan kemaslahatan 
yang hendak diwujudkan, maka MUI menjawabnya dengan menetapkan 
fatwa tentang “Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuar”. Salah 
satu latar belakang yang menjadi pertimbangan penetapan fatwa ini 
adalah adanya gerakan sistematis yang mendorong dan memperjuang- 
kan pelarangan sunat terhadap perempuan. Bahkan, perjuangan tersebut 
sampai mendorong Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal 
Bina Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran tentang Larang- 
an Medikalisasi Sunat Perempuan Petugas Kesehatan pada 2006, yang 
pada intinya melarang tenaga kesehatan, termasuk bidan untuk melaku- 
kan sunat pada bayi perempuan. Atas dasar itu, maka MUI melakukan 
pengkajian dan penetapan fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum 
Pelarangan Khitan terhadap Perempuan''. 


Fatwa tersebut secara tegas menjelaskan bahwa pelarangan khitan 
terhadap perempuan adalah bertentangan dengan hukum Islam. Kritik 
terhadap fatwa ini dilakukan oleh LSM yang banyak mengusung isu-isu 
demokratisasi dan HAM, yang sejak awal mendukung Surat Edaran ten- 
tang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan. Usai fatwa ditetapkan, so- 
sialisasi dan advokasi dilakukan. Akhirnya, pada 2010 Menteri Kesehatan 
mengoreksi total atas SE larangan medikalisasi sunat perempuan, den- 
gan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/ 
PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Muncul kembali desakan LSM 
untuk pencabutan Permenkes. 


Di lapangan, ada dua kutub ekstrem yang tersajikan, pihak yang 
melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara 
pasti membahayakan, dan pihak yang melarang seluruh praktek khi- 
tan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk tindak kekerasan, muti- 
lasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara, Fatwa MUI berada 
dalam titik moderat antara dua kutub ekstrem tersebut, karena keduan- 
ya, secara akademik dan keagamaan bertentangan dengan ketentuan 
fikih Islam. Khitan merupakan ketentuan agama yang dilaksanakan den- 
gan pertimbangan medis. Pelaksanaannya harus benar dalam perspektif 
agama dan aman dari sisi medis. Keduanya harus seiring sejalan. Di sini- 


8" Mengenai pembahasan masalah ini secara lebih lengkap, lihat Asrorun Niam Sholeh, “Fatwa MUI ten- 
tang Khitan Perempuan” dalam AHKAM, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 12 Nomor (2012), h. 35-45. 
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lah nalar-kritis dalam penetapan fatwa akan menentukan apakah fatwa 
tersebut ilmiah, visioner, implementatif, dan dapat hidup di tengah ma- 
syarakat. 


Ketika menghadapi permintaan fatwa, mufti harus menggali se- 
cara seksama sebelum menetapkan fatwa, pertanyaan diajukan dalam 
konteks apa?, bertanya untuk menghendaki jawaban atau hanya untuk 
kepentingan justifikasi atas suatu perkara/masalah yang sedang dihada- 
pi. Kalau terhadap masalah sengketa ahwal syakhshiyah, misalnya soal 
waris atau soal hadlanah, fatwa harus mendengar para pihak secara pro- 
porsional. 


Fatwa tidak boleh ditetapkan tanpa memahami detil substansi ma- 
salah yang difatwakan, lengkap dengan konteksnya, dan dalil-dali yang 
menjadi pertimbangannya. Hadis Nabi saw menegaskan: 


AN de Si ai ea Ie Sei 


“yang paling berani di antara kalian dalam menetapkan fatwa (sem- 
barangan), maka ia adalah sosok yang paling berani di antara ka- 
lian untuk masuk neraka” 


Namun, kita tidak boleh membiarkan orang tanpa panduan fatwa 
ketika pertanyaan sudah disampaikan. Harus menjadi kesadaran kolektif 
pemegang otoritas fatwa bahwa membiarkan persoalan tanpa adajawab- 
an dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan. 
Kaedah fikih mengatur: 


kol 23 2 OLI AE RN 

Tidak boleh menunda penjelasan lewat dari waktu yang dibutuhkan 

Oleh karena itu mufti dituntut sesegera mungkin memberikan jaw- 

aban berupa fatwa agar diperoleh kepastian status dalam ajaran Islam 
jika sudah memperoleh pemahaman utuh mengenai hal yang akan difat- 
wakan, dalil yang dijadikan dasar, serta analisis terhadap kemaslahatan 


yang akan ditimbulkan dari penerapan fatwa tersebut. Hal itu sejalan 
dengan penegasan Allah Swt dalam OS. al-Oiyamah 36: 


pnaa HF Ou ah 
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“Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 
(tanpa pertanggungjawaban)?” 


Jawaban yang berupa fatwa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 
mustafti dan masyarakat umum setelag dilakukan analisis situsi ling- 
kungan strategisnya. Ketika muncul permohonan Fatwa tentang Syiah 
misalnya, MUI melakukan kajian komperehensif. Dari kajian mendalam 
yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada hakekatnya 
term syiah di masyarakat kita, merupakan term generik yang merujuk ke 
berbagai model aliran keagamaan yang beragam di lapangan. Dia tidak 
tunggal. Sehingga MUI tidak memfatwakan tentang Syiah secara spesifik. 
Namun MUI juga tidak meninggalkan umat dalam kebingungan tanpa 
ada jawaban, terhadap berbagai hal yang dinisbahkan kepada Syiah. 


Bagian dari upaya memberikan panduan keagamaan kepada umat 
Islam, MUI kemudian menetapkan fatwa terhadap ajaran dan praktek 
keagamaan yang seringkali dinisbatkan kepada Syiah, tanpa memfat- 
wakan kelembagaannya. Setidaknya ada 4 fatwa yang terkait, yaitu, (i) 
Fatwa MUI tentang Nikah Mut'ah, (ii) Fatwa tentang ishmatul Imam, (iii) 
fatwa tentang tahrif al-Guran, (iv) fatwa tentang sabb al-shahabah. 


Masalah yang ditanyakan, tidak semuanya solusinya dengan fatwa 
keagamaan. Bisa jadi solusinya bukan dengan fatwa, namun dengan cara 
mediasi. 


Gerak-dinamis (harakah-tathawwuriyyah) 


Salah satu karakteristik fatwa yang notabene merupakan hasil ijti- 
had adalah gerak dinamis (tathawwuriyyah), mengikuti dinamika dan 
perkembangan zaman. Dengan demikian fatwa tetap dapat menjawab 
persoalan-persoalan baru atau terbarukan (masail jadidah au mustajad- 
dah) yang muncul. 


Karakteristik fikih yang dinamis menuntut adanya penetapan 
fatwa yang responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan, yang 
mampu merespons dinamika dan perkembangan zaman. Penetapan 
fatwa baru yang responsif dan solutif ini menjadi kebutuhan, dan bah- 
kan keharusan seiring dengan adanya permasalahan yang membutuh- 
kan jawaban hukum, sementara nash al-Guran dan Sunnah jumlahnya 
terbatas, sementara masalah baru dan yang terbarukan (al-jadidah wa 
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al-mustajaddah) terus muncul. 


Dalam konteks MUI, fatwa-fatwa yang ditetapkan MUI tidak hanya 
berasal dari pertanyaan masyarakat, akan tetapi juga perlu bersifat pro- 
aktif dan antisipatif. Pendekatan ini merupakan bentuk keberanjakan 
fatwa, dari yang semula dikenal dalam terminologi fikih, fatwa bersifat 
responsif, menjawab atas pertanyaan dari mustafti, menjadi bersifat pro- 
aktif, bahkan antisipatif”. Bersifat proaktif berarti fatwa yang ditetapkan 
berdasarkan hasil kajian atas perkembangan kontemporer yang berpen- 
garuh dalam masalah keagamaan. Ketika ada permasalahan kontempo- 
rer muncul dan berpengaruh pada aspek keagamaan, maka MUI melaku- 
kan pembahasan dan penetapan fatwa untuk dijadikan panduan bagi 
masyarakat dan pedoman dalam penetapan kebijakan publik. 


Di samping pada aspek substansi, gerak-dinamis juga perlu dilaku- 
kan dalam hal sosialisasi dan advokasi agar fatwa ini “hidup”, menjadi 
panduan dalam perilaku keagamaan dan menjelma menjadi “ganur'. 
Komunikasi, sosialisasi, serta membangun kesepahaman tentang sub- 
stansi fatwa. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Tugas mutfti, baik personal maupun institusi, di samping menetap- 
kan hukum, juga mengikhtiarkan keberlakuan fatwa, sesuai dengan do- 
mainnya. Advokasi dan proses tagnin menjadi salah satu jalan menuju 
implementasi fatwa dalam ranah yang lebih luas. 


Salah satu upaya implementasi fatwa, di samping soal substansi, 
MUI menginisiaasi format fatwa dalam bentuk bahasa yang mudah dipa- 
hami, dan mudah dikutip. Bahasa fatwanya dirumuskan dalam model 
ganun, dengan diktum fatwa yang terpisah dengan dasar argumentasi 
fighiyyahnya'. 


Ia mudah dirujuk dan dijadikan sandaran dalam implementasi. 


6: Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat 
Komisi Fatwa MUI, 2012, hal. 4. 


63 Hal ini nampak jelas dalam format Fatwa MUI yang menggunakan model peraturan perundang-un- 
dangan, dengan struktur menimbang, memperhatikan, dan memutuskan, serta diakhiri dengan rekomendasi 
kepada para pihak. Format ini berbeda dengan format kebanyakan lembaga fatwa, yang model tanya jawab serta 
ulasan dalil. Lihat Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekre- 
tariat Komisi Fatwa MUI, 2012, hal. 6. 
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Fatwa yang ditetapkan memiliki kepastian dengan jawaban yang jelas, 
sehingga publik/mustafti tinggal mengambil, tidak dihadapkan kembali 
pada pilihan-pilihan: apalagi jawaban yang mengambang. Fatwa MUI 
agak berbeda dengan jawaban pertanyaan yang ditetapkan dalam Bah- 
tsul Masail, baik di lingkungan pondok pesantren, ma'had ali, di LBM 
NU, maupun di lembaga bahtsul masail lainnya. 


Format dan sistematika fatwa yang sederhana ini lebih mudah di- 
jadikan rujukan dan implementatif, terlebih di era milenial yang men- 
cirikan keserbainstanan dalam gaya hidup, termasuk dalam belajar ke- 
agamaan. 


Madah (substansi fatwa) diperhatikan, tetapi tharigah (metode) 
dalam penyampaian fatwa juga harus diperhatikan agar sejalan dengan 
demand masyarakat umum. Kalau hal ini tidak diantisipasi secara baik, 
maka yang terjadi adalah upaya merujuk fatwa-fatwa dari para pelaku 
enternainment, meski kering madah (substansi). 


Menghidupkan Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era 
Milenial: Belajar Dari Pengalaman 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Sebagai catatan akhir dari pidato ini, saya mau menyampaikan bahwa 
apa yang saya sampaikan di atas merupakan refleksi perjalanan akademik yang 
didasarkan pada keterlibatan langsung, dalam proses pengkajian dan perumu- 
san fatwa hingga menerjemahkannya dalam berbagai kebijakan publik. Saya 
menjadi bagian kecil dari proses ifta dan juga tagnin sehingga upaya obyekti- 
fitas kajian ini juga terpengaruh dari sisi subyektifitas saya sebagai bagian di 
dalam proses tersebut. 


Setiap orang melakukan aktifitas dipengaruhi dengan disiplin keilmuan- 
nya. Demikian juga saya. Sejak 2005 saya berkhidmat dalam dapur pemba- 
hasan dan penyusunan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, lebih 13 
tahun saya memperoleh amanah dalam jabatan publik, dan karenanya kebi- 
jakan publik yang diambil tidak lepas dari latar belakang keilmuan yang saya 
miliki, yaitu bidang ilmu fikih. 


Dari paparan saya di bagian terdahulu sebenarnya sudah tergambar jelas 
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bagiamana disiplin ilmu fikih, khususnya fatwa MUI menjelma dalam perilaku 
dan juga kebijakan publik, baik dalam bentuk kebijakan regulatory maupun 
kebijakan substantif dan prosedural. Ada pola yang beragam dalam proses 
transformasi tersebut, namun tetap konsisten dalam paradigma simbiotik 
yang meneguhkan hubungan agama dan negara secara harmonis, dan saling 
mendukung, kecuali beberapa dinamika yang menggeser paradigma tersebut, 
namun tidak menjadi arusutama, baik geser ke sekularistik maupun integra- 
listik. 


Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009 di Padang Panjang 
menetapkan bahwa merokok di tempat umum, merokok bagi perempuan 
dan bagi anak-anak hukumnya haram. Kawasan bebas rokok. Tidak merokok 
menjadi syarat penerimaan anggota KPAI. Salah satu bentuk perlindungan 
anak adalah perlindungan dari zat adiktif. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan memasukkan produk tembakau sebagai zat adiktif”. Karena itu, 
atas dasar UU 23 Tahun 2002 yang memerintahkan perlindungan khusus bagi 
anak. Karena itu, atas dasar UU 23 Tahun 2023 tentang perlindungan anak yang 
memerintahkan perlindungan khusus bagi anak, saya sebagai pimpinan KPAI 
menerapkan kebijakan kawasan bebas rokok dalam setiap layanan perlindung- 
an anak, dan menetapkan syarat “tidak merokok” bagi setiap karyawan KPAI, 
serta calon Anggota KPAI yang dituangkan dalam syarat penerimaan. Kebi- 
jakan tersebut berlaku hingga kini, saat saya diminta untuk menjadi Ketua Pa- 
nitia Seleksi Anggota KPAI. Salah satu syarat administratif adanya Penyataan 
Tidak Merokok bermaterai. Ini tentu terobosan yang bersifat progresif namun 
senafas dengan komitmen perlindungan anak yang bersifat substantif. Tang- 
gung jawab sejarah perlu dilaksanakan untuk harakah al-ishlah, salah satunya 
dengan menekan angka privalensi usia merokok di kalangan anak milenial, 
dalam rangka upaya mewujudkan tujuan utama syariah, terutama hifzh al- 
nafs dan al-hifzh nasl. 


Pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak, bahkan 
hingga hukuman mati, yang substansinya difatwakan dalam Fatwa tentang 
LGSP Tahun 2009, menjadi spirit dalam revisi UU Perlindungan Anak. Ada 
pemberatan hukuman juga jika pelakunya adalah orang terdekat, seperti orang 
tua, pendidik, dan atau pengasuh. Demikian juga bagi pidana pelibatan anak 


“4 Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang me- 
nyebutkan “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tem- 
bakau padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya 
dan atau masyarakat sekelilingnya. 
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dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau 
psikotropika"s. Hal yang lain adalah soal penanganan pengasuhan anak dan 
rebutan kuasa asuh, terutama jika perceraiannya dipicu oleh perbedaan agama. 


Di antara bidang yang saya dalami kaitan tugas di KPAI adalah hukum 
keluarga Islam (al-ahwal al-syakhshiyyah), yang memberi pengayaan perspe- 
ktif dalam pengelolaan isu perlindungan anak. Ini juga menjadi kesempatan 
saya untuk mengoperasionalkan fatwa dalam kebijakan publik, seperti ma- 
salah hadlanah atau pengasuhan anak, masalah aborsi, anak dan minuman 
beralkohol, anak dan rokok serta zat adiktif, sampai isu anak dan LGBT. 


Saat di Kemenpora, saya memperoleh amanah di bidang pengembangan 
kepemudaan, salah satu mandatnya adalah pengembangan kepemimpinan 
pemuda. Sejak saya diamanahi sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, 
pada akhir 2017, saya mereformulasi konsep pengembangan kepemimpinan 
pemuda dengan dasar “setiap kita adalah pemimpin”, setiap anak muda me- 
miliki fitrah kepemimpinan. Sebelum berbincang soal kepemimpinan publik, 
setiap individu pemuda adalah pemimpin, dan akan dimintai tanggung jawab 
akan kepemimpinannya. Saya mengklasifikasi tiga ranah kepemimpinan yang 
perlu diintervensi, (i) kepemimpinan individu, (ii) kepemimpinan rumah 
tangga, dan (iv) kepemimpinan publik. Selama ini pengembangan kepemimp- 
inan banyak menyasar pada domain kepemimpinan publik. Dua ranah perta- 
ma belum optimal diintervensi. Untuk itu, penguatan kepemimpinan individu 
diwujudkan dalam program kepemimpinan digital dan kepemimpinan mile- 
nial. Dalam hal ini saya banyak mengoperasionalkan Fatwa MUI tentang Pan- 
duan Muamalah melalui Media Sosial. Di dalam ranah kepemimpinan rumah 
tangga, saya mendesain program pendidikan kepemimpinan pemuda dalam 
rumah tangga (PKPRT). Program PKPRT mengarusutamakan aturan-aturan 
hukum perkawinan, fikih munakah, fatwa-fatwa terkait dengan pernikahan 
dan keluarga, masalah kesehatan reproduksi, dan juga aborsi. Hingga kini su- 
dah 54 angkatan, sinergi dengan pimpinan organisasi kepemudaan, kemaha- 
siswaan, dan kepelajaran serta komunitas muda milenial. 


6s Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan hukuman mati bagi tindak pidana ini. Sebelumnya, 
Tahun 2012, MUI menetapkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 merekomendasikan bahwa 
Negara dapat menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar 
dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau telah beberapa kali terbukti meny- 
alahgunakan narkoba demi kemaslahatan umum. 
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Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi 
saya untuk terus berkontribusi dalam medan perkhidmatan yang dimanah- 
kan, dan semoga juga bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional yang 
maslahat bagi semua. 


Selanjutnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan peng- 
hargaan yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah memberi- 
kan bimbingan, kontribusi, dukungan dan sumbangsih yang luar biasa sehing- 
ga mengantarkan saya memperoleh jabatan akademik tertinggi sebagai guru 
besar dalam bidang fikih. 


Mereka antara lain adalah: yang pertama kali dan yang paling utama un- 
tuk disebut, kedua orang tua kami, ayahanda alm. K.H. Sholeh Sholihuddin 
yang meneladankan tentang sabar dan tawakkal, sosok santri Pondok Mojo- 
sari Nganjuk yang berguru langsung kepada Kyai Zainudin Mojosari, lebih 20 
tahun mondok hingga terlambat menikah, menikah di usia 35 tahun, menga- 
jar ngaji kepada santri, istigamah menjadi imam rawatib dan imam tarekat 
hingga akhir hayatnya: dan Ibunda Hj. Hamdiyah Mahfudz, yang tak putus 
mendoakan anak-anaknya, untuk terus berbuat manfaat bagi sesama. Sege- 
nap segenap kakak dan adik, (Kakak/adik: Dr. KH. Abdul Halim Sholeh, Drs. 
Abdul Hafidz Sholeh, Hj. Nisauz Zuhdiyah, Abdul Haris Sholeh, Siti Safinatuz 
Zahra, Siti Mahmudah, Abdurrouf Sholeh, dan Ikhwan, Kedua orang tua KH 
Afif Ma'shum dan Hj. Ellya Rasyidah, Istri dan anak-anakku terkasih (Hj. Lia 
Zahiroh, MA, Ahmad Raushan Fikr Aslaf, Ahmad Bahr Mughrig Aslaf, Ahmad 
Tajul Ulama Aslaf, Aisyah Laali Adzkiya Aslaf, Aminah Asmal Amany Aslaf). 


Yang mulia Presiden RI (Bapak Ir. H. Joko Widodo), Wakil Presiden RI 
(KH. Prof. Dr. Ma'ruf Amin), Menteri Agama RI (Gus H. Yagut Cholil Ooumas) 
beserta segenap pejabat terkait di Kementerian Agama RI, Menteri Pemuda 
dan Olahraga (Prof Dr. Zainudin Amali), serta para pejabat tinggi utama, 
madya, dan pratama di Kementerian dan Lembaga, khususnya yang tergabung 
dalam Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. 


Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Prof. Dr. 
Dede Rosyada, M.A. & Prof. Dr. Masri Mansyur, M.A.), Rektor UIN Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta (Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.) beserta segenap Wakil 
Rektor, para Dekan, Direktur SPs, para Kepala Biro, para Kepala Bagian, dan 
seluruh sivitas akademika, 
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Rais Am PBNU al-mukarram KH. Miftahul Akhyar dan seluruh pengurs 
Syuriyah PBNU, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staguf beserta segenap 
jajaran pengurus PBNU, Pengurus Badan Otonom, Lembaga, dan juga badan 
khusus di lingkungan PBNU. 


Ketua Umum MUI beserta seluruh Dewan Pimpinan MUI, para Wakil 
Ketua Umum MUI (almukarram Buya Dr. Anwar Abbas, Dr. KH. Marsyudi 
Syuhud, Buya Basri Barmanda), Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan, Dewan 
Pertimbangan MUI, Pimpinan Lembaga, Badan, dan Komisi di MUI, wabil 
khusus Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa MUI, serta Pimpinan dan Ang- 
gota Dewan Syariah Nasional: 


Kepala BPJPH Sahabat Dr. Muhammad Agil Irham dan seluruh ekosistem 
sertifikasi halal, Rekan-rekan pimpinan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), para 
Auditor Halal, para pendamping dan pegiat halal. 


Pimpinan WHEC, khususnya Komite Syariah dan seluruh anggota WHFC 


Imam Besar Masjid Istiglal dan keluarga besar BPMI, pengelola dan ma- 
hasiswa Pendidikan Kader Ulama, 


Keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum (para Dosen/Guru Besar, 
Dekan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kabag TU, Sub Koor- 
dinator, Kepala Laboratorium, Kaur Perpustakaan, dan segenap staf ), 


Keluarga besar Pesantren al-Nahdlah Depok, Yayasan Lembaga Studi 
Agama dan Sosial (Mas Hilmi, Rekan Masud, Rekan Ridwan), Keluarga besar 
LIPIA Jakarta, Keluarga Besar IAI al-Agidah Jakarta, Keluarga besar Pesantren 
Az-Ziyadah Klender Jakarta, Keluarga besar Pesantren al-Asy'ariyah Kalibeber 
Wonosobo, Keluarga besar Santri Kaliwates Jember, Keluarga besar Pesantren 
Darus Sholah dan Pesantren Miftahul Ulum Jember, Keluarga besar MTs 
Pesantren Darul Muta'allimin Sugihwaras Patianrowo Nganjuk, Keluarga besar 
MI Hayya Alal Falah Karangtengah Baron Nganjuk, Keluarga besar SDN Garu 
III Baron Nganjuk, 


Para kolega di Kemenpora RI: Sesmenpora Pak Gunawan, Deputi Pem- 
berdayaan Pemuda Prof Faisal Abdullah, Deputi Pembudayaan Olahraga Dr. 
Raden Isnanta, serta seluruh pejabat dan Staf di Kementerian Pemuda dan 
Olahraga RI 


Para kolega di KPAI, Komisioner periode 2010-2014, Komisioner periode 
2014-2017, para staf ahli, mitra KPAI, dan pegiat perlindungan Anak, di mana 
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saya 7 tahun menjadi bagian terdalamnya. 


Para kolega dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, Rekan-rekan 
di Dewan Syariah Nasional, baik Badan Pengurus, Pleno, Badan Pelaksana Hari- 
an, Rekan-rekan regulator, khususnya pimpinan OJK, Kementerian Keuangan, 
BI, LPS, para pimpinan lembaga keuangan syariah, dan seluruh pegiat serta 
stakeholder ekonomi dan keuangan syariah. 


Ketua BAZNAS Prof. Dr. Nur Ahmad dan segenap Pimpinan BAZNAS, 
pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional, baik yang tergabung dalam FOZ 
maupun POROZ serta para dewan pengawas syariah yang bertugas untuk me- 
mastikan kesesuaian syariah dalam pengelolaan zakat, agar komitmen Aman 
Syari dapat terjamin, di samping Aman Regulasi, dan Aman NKRI sbagaimana 
yang digariskan BAZNAS RI. 


Ketua Umum MES Pak Erik Thohir dan Sekjen Iggi Ahsin serta seluruh 
pengurus MES 


Ketua Umum ICMI Prof Arif Satria dan seluruh pengurus ICMI periode 
2022-2027 


Ketua Umum DPN KORPRI Prof Zudan Arif Fakhrullah dan seluruh pen- 
gurus periode 


Rekan-rekan Pimpinan BAPOR KORPRI, yang baru saja menyelenggara- 
kan Munas ke-g tanggal 15 Februari 2023, dan mengamanahkan saya sebagai 
Ketua Umum. 


Ketua Umum PB IKA-PMII Mas Dr. Ahmad Mugawam dan seluruh sa- 
habat PB IKA-PMII periode 2019-2024, serta IKA-PMII DKI, Keluarga besar PB 
PMII, Keluarga besar Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP). 


Ketua Presidium Majelis Alumni IPNU Mas Hilmi Muhammadiyah dan 
seluruh pengurus serta alumni dan aktifis IPNU seluruh Indonesia. 


Ketua Umum IKALUIN Dr. Tb Ace Hasan Syadzili dan seluruh pengurus 
IKALUIN 


Ketua IKAL Lemhannas PPSA XX Komjen Pol DR. Petrus Golose beserta 
seluruh sahabat alumni Lemhannas PPSA XX 


Ketua Alumni PKN 1 Angkatan 44 LAN-RI dan seluruh keluarga besar 
alumni PKN 1 Angkatan 44 
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Keluarga Besar Komisi X DPR-RI, segenap pimpinan dan Anggota Komi- 
si X, tenaga ahli, dan staf sekretariat, di mana saya selama 6 tahun menjadi 
tenaga ahli dan kemudian lebih 5 tahun menjadi mitra kerja. Tahun 2008 sapai 
2009 terlibat menyusun UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan seb- 
agai Koordinator Tim Ahli DPR-RI, dan, dengan izin dan kehendak Allah SWT, 
8 tahun berikutnya, tahun 2017, diberikan amanah untuk melaksanakannya. 


Rekan-rekan mitra selama menjalankan tugas profesional, Pimpinan 
Kwarnas Pramuka, pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi kemaha- 
siswaan dan organisasi kepelajaran, baik intra maupun ektra. 


Para guru besar dan mentor langsung saya (alm. Profesor Huzaemah Ta- 
hido Yanggo, alm Profesor Hasanuddin AF, alm Dr. Satria Effendi M. Zein, Dr. 
Salim Segaf al-Jufri, DR. Al-Khatam Abdullah (Sudan), Prof. Dr. Ibrahim Atho' 
Sya'ban (Mesir), Dr. Umar (Palestina), Syeikhul Azhar Prof Dr. Muhammad 
Sayyid Thanthawi, Syaikhul Azhar Prof DR. Ahmad al-Thayyib, Prof. Dr. Sayyid 
Agil Husein al-Munawwar, Prof. Masykuri Abdillah, Prof. Muhammad Amin 
Suma, Prof. M. Atho Mudzhar, Profesor Fathurrahman Djamil, Profesor Amany 
Lubis, Profesor Rif'at Syaugi Nawawi, Profesor Nasarudin Umar, alm. Prof. Ha- 
run Nasution, Prof. Ahmad Thib Raya, 


Para mentor yang muatstsir, Prof Kyai Makruf Amin, alm. Kyai Hasyim 
Muzadi, alm Gus Sholah, Kyai Prof. Said Agil Siraj, alm Mas Ichwan Sam, alm 
Mas Slamet Efendi Yusuf, alm Pak Said Budairi, Mas Din Syamsudin, Mas Hilmi 
Muhammadiyah, Mas Dr. Zainut Tauhid Sa'adi, Mas Ulil Abshor Abdalla, Gus 
Muhaimin Iskandar, Kang Endin AJ Soefihara, mas Ahmad Mugowam, Bang 
Amsar, Rekan Abdullah Azwar Anas, Rekan Faishal Helmi, dan juga Ali Ram- 
dhani. 


Para karib sejawat, Miftahul Huda, Asrori S. Karni, Ilham Khoiri, Azha- 
rudin Lathif, Sholahudin al-Ayubi, Hasanudin, Jaih Mubarok, Cholil Nafis, 
Khoirul Huda, Syamsul Maarif, Doni Ahmad Munir, 


Guru-guru waktu di jenjang pendidikan menengah dan dasar, Ust Ham- 
am Sulthan, Ust Rojudin, Ust Abdul Muhit Rubai, Ust Muhayyan Imam Mukti, 
Ust Faisal Nasar bin Madhi, pamanda Kyai Arif Mahfud, Pak Sirojudin, Pak 
Saelan, Mas Hayyin Nur, Pak Mustajib Aziz, Pak Abdullah Sajjad, Pak Hamdi, 
Pak Mahasi, Pak Bunyamin, Pak Hisyam, Pak Sugito, dan lain-lain. 


Tim teknis UIN yang memberikan support luar biasa (Mufidah, M. Ishar 
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Helmy, Bu Yosi, Mas Halim) dan semua pihak yang tidak tersebut dalam list 
ini (bisa jadi karena terlupa atau terlewat) tanpa mengurangi rasa hormat dan 
syukur kami saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas 


jasa baiknya dan mencatatnya sebagai amal kebaikan. 


Mohon maaf atas segala khilaf. 


Wa maa taufiigy illaa billah 
Hasbunallah wa ni'mal wakil, nPma a-mawla wa ni'ma al-nashir 
Wallahul Muwaffig wal Hadi Ilaa Agwamith Tharieg 


Wasaalamu alaikum Wr. Wb. 
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2022  “Moderation Way: Realtionship Between Religions and It's Contribution in Social 
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Oadhaya Muashirah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, 26 
Oktober 2021 


2021 
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2021 
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2021 
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2021 


“Vaksinasi Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Tanggung Jawab Kita” bahan 
disampaikan dalam Studium General yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah 
IAIN Ponorogo, 1 Maret 2021 


2021 


“Meneguhkan Kesadaran Bela Negara dengan Semangat Inklusifitas”, makalah 
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“Fatwa MUI on Covid-19: Magashid Syariah Perspectif”, makalah dipresentasikan 
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2020 


“Fatwa MUI Seputar Zakat dan Penerapannya”, bahan presentasi pada dalam Temu 
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2020 


“Jaminan Halal pada Produk Vaksin”, bahan presentasi disampaikan dalam FGD 
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“Political Promises in the Lens of Islamic Theology and Jurisprudence: A Case 
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2020 “Imunisasi dalam Perspektif Fatwa”, makalah dipresentasikan pada acara Temu 
Media Pekan Imunisasi Dunia 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Kesehatan, 27 April 2020 

2020 “Revitalisasi Semangat Sumpah Pemuda”, opini Republika 

2020 “Penyalahgunaan Ganja dan Pencegahannya untuk Kemaslahatan Bangsa”, 
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2019 “Makna Stretegis Khutbah Jumat Bagi Pemberdayaan Umat”, makalah pembekalan 
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2019 — “Reviu Akad Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, Kasus Pegadaiar”, makalah 
bahan FGD dengan Tim Syariah PT. Pegadaian 
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2019 “Fikih Pegadaian Syariah”, makalah disampaikan dalam Sosialisasi Akad Syariah 
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2018 — “Updated of Fatwa and How to Determine Fatwa”, paper dipresentasikan dalam 
Annual Meeting WHFC 

2018 “Analisis Fatwa MUI Seputar Pernikahan : Studi Kasus Fatwa tentang Perkawinan 
Beda Agama dan Fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan”, bahan presentasi 
penelitian di Kemenag 

2018 “Generasi Muda Era Industri 4.0 dan Perkembangan Hukum Bisnis Syariah”, bahan 
Kuliah Umum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

2018 “Sukses Haji Perspektif Fikih”, makalah bahan presentasi acara FGD Penguatan 
Bimbingan Ibadah Haji dan Istithaah Haji Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) 
, Hotel Acacia Jakarta, 19 Maret 2018 

2018  “Sharia Aspect of Animal Protein”, makalah dipresentasikan dalam Interational 
Seminar Indonesia Halal Expo (INDEX) 2018 “Assuring Halalnessof Animal Protein: 
From Slaughteringhouse to Table”, Jakarta, 2 November 2018 

2017  “Pelindungan Anak Butuh Kesadaran Kolektif”, opini dalam Media Indonesia, 16 
Juli 2017 

2017  “Probelamtika dan Solusi Fikih dalam Manasik Haji”, makalah bahan presentasi 
acara Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017 Kementerian Agama 
RI di Merlyn Park Hotel Jakarta, 7 November 2017 

2017 “Fikih Lingkungan Hidup”, makalah dipresentasikan dalam Kuliah Pendidikan 
Kader Mubaligh (PKMI) KODI DKI Angkatan XXIV Jakarta, 13 November 2017 

2017 “Fatwa Muamalah Medsosiyah dan Tanggung Jawab Sosial Ulama”, makalah 
presentasi pada acara FGD dengan Kementerian Kominfo, 30 September 2017 

2017 “Kontribusi Hukum Keluarga Islam dalam Perlindungan Anak", makalah Kuliah 
Umum Fakultas Syariah IAIN Cirebon, 25 September 2017 

2017  “Isu-isu Strategis dalam Penjaminan Produk Halal di Tingkat Global, makalah 


seminar “Potensi dan Tantangan Penjaminan Produk Halal di Indonesia” yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Malang, 15 April 2017 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


2017 


“Media Sosial dan Perlindungan Anak”, bahan diskusi Balitbang Kementerian 
Agama RI, 14 April 2017 


2016 


“Throracic Stick dalam Penyembelihan Halal”, makalah diskusi dengan Tim LPPOM 
MUI 


2016 


“Fatwa MUI tentang Imunisasi”, makalah dipresentasikan pada acara Sosialisasi 
Fatwa MUI tentang Imunisasi dan Rapat Koordinasi Fatwa se-Jawa Barat yang 
diselenggarakan oleh MUI dan Kementerian Kesehatan di Hotel Grand Tjokro, 
Bandung, 4 - 5 November 2016 


2016 


“Fatwa MUI terkait Donor Organ”, makalah dipresentasikan pada acara Seminar 
tentang Perspektif Fikih dan Medis dalam Rangka Penatalaksanaan Teknologi 
Transplantasi Ginjal oleh MPKS Kementerian Kesehatan di Hotel IBIS Cawang, 14 
April 2016 


2016 


“Fatwa Muamalah Medsosiyah dan Tanggung Jawab Sosial Ulama”, makalah 
presentasi pada acara FGD dengan Kementerian Kominfo, 30 Septemeb 2017 


2016 


“The Role Of Islamic University For Developing Halal Assurance System And Halal 
Tourisme In Indonesia”, makalah disampaikan dalam International Seminar “The 
Role of Islamic University for Halal System Development in Indonesia” by Post 
Graduate of UIN Walisongo Semarang, 31 th March 2016. 


2016 


“Wujudkan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak”, makalah Seminar Erlangga 
Makasar 


2016 


“Fatwa-fatwa MUI Kontemporer”, makalah dipresentasikan pada acara Rapat 
Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Royal Amaroossa Hotel, Bogor, 
10 Februari 2016 


2015 


“Fatwa on Halal Slaughtering for Halal Sertification Standard”, makalah pada 
WHFC di Australia 


2015 


“Jaminan Produk Halal dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN”, makalah 
dipresentasikan pada Seminar dan lokakarya “Dilema Jaminan Produk Halal bagi 
Industri Kecil Menghadapi MEA" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 
Universitas Jember, 17 Desember 2015 


2015 


“Halal Jadi Tren Global”, kolom dalam Majalah Gatra Nomor 29 


2015 


“Aspek Ekonomi dalam Gairah Pangan Halal Dunia”, makalah disampaikan dalam 
Talkshow ” pemasaran makanan halal “yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 
di Surabaya, 31 Oktober 2015. 


2014 


“Memasyarakatkan al-Ouran dan Meng-al9uran-kan Masyarakat”, makalah kuliah 
umum Wisuda Hafidh Pesantren Madrasatul Ouran Tebuireng Jombang 


2013 


“Pemanfaatan Sel Punca untuk Kepentingan Kesehatan: Perspektif Fikih”, makalah 
presentasi pada diskusi Kementerian Kesehatan dan LIPI 


2012 


“Perlindungan Anak Terhadap Anak Di Luar Pernikahan”, makalah Seminar di 
IAIN Semarang 


2012 


“Fatwa MUI tentang khitan perempuar”, Jurnal Ahkam Volume XII Nomor 2 


2012 


“Memperjelas Kedudukan Anak Di Luar Perwakinan: Menguji Putusan MK Terkait 
Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinar”, makalah seminar MUI 
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2010 “Towards a Progressive Fatwa: MUTs Response to the COVID-19 Pandemic”, Jurnal 
Ahkam, 2010 

2018 “Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam 
UU Jaminan Produk Halal”, Journal of Islamic Law Studies 

2009 “Golput dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, makalah pada Ijtima Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia di Padang Panjang 

2009 “Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah”, dalam Ijma Ulama 
Indonesia, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 

2008 “Perspektif Yuridis dalam Implementasi KurikulumTingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP), MAARIF: Jurnal Pendidikan 

2007 “Zakat dan Ikhtiar Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Jurnal Rabithah 

2007 “Mewujudkan UU Hukum Keluarga Islam yang Berbasis Pada Teks dan Konteks”, 
makalah lokakarya PSW UIN Yogyakarta 

2006 “Zakat dan Keadilan Sosial, makalah Talkshow radio RAS FM 

2006 “Masa Depan Pendidik Pasca Pengesahan UU Guru dan Dosen”, makalah seminar 
di Perpustakaan Nasional. 

2005 “Problematika Hukum Islam Kontemporer: Studi Pelajaran Agama di Madrasah”, 
makalah pelatihan guru bidang studi fikih oleh Direktorat Madrasah Depertemen 
Agama 

2002 “Sufi Agung al-Ghazali”, artikel di Majalah Lensa Remaja 

2002 “Urgensi Kurban dalam Perjuangan Manusia sebagai Khalifah”, makalah seminar 
di LAN 

2002 “Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Pribumisasi Hukum Islam di Indonesiz”, 
makalah diskusi di IAIN Jakarta 

2001 OKI dan Cita-cita Pan Islamisme, bahan diskusi Foskobara 

2000 “Golput Bukan Jalan Keluar Demokrasi”, opini dalam koran MADINA 

2000 “Membumikan Hukum Islam di Negara Pancasila”, Opini di Mimbar Ulama 

2000 “Puasa dan Kesalehan Sosia?, makalah dalam Talkshow Radio Jakarta News FM 

1999 — “Jual Beli Valas dalam Perspektif Hadis Ahkam, makalah di IAIN Jakarta 

1999 — “Mereformasi Pengelolaan Haji”, Opini di Mimbar Ulama 

1999 — “Fenomena Multi Partai di NU”, artikel di Koran PELITA 

1998 — “Ahkam Shadagat al-Fithr fi al-Syari'ah al-Islamiyyah”, makalah diskusi LIPIA 
Jakarta 

1998 — “Urgensi Asbabun Nuzul dalam Memahami Teks al-9urar', makalah di IAIN 
Jakarta 

1997 — “Nasionalitas dalam Fikih Islam”, makalah Diskusi Foskobara 

1997 — “Ikhtilaf al-Ulama fi Ta'addud al-Mathali”, makalah diskusi LIPIA Jakarta 

1996 “Fenomena Keagamaan Masyarakat di Daerah Tertinggal: Kasus Kelurahan Sunter 
Jakarta Utara”, hasil penelitian 

1995  “Syura dan Demokrasi, Interpretasi untuk Integrasi”, opini dalam Majalah GERAK 
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X. PENGABDIAN MASYARAKAT 


Tahun 


2010-sekarang 


Aktifitas 


Narasumber Serambi Islami TVRI 


2014-sekarang 


Narasumber Damai Indonesiaku TVONE 


2015-sekarang 


Narasumber Cahaya Hat iNEWS 


2021 dan 2022 


Narasumber Tetap Ramadhan AjwaTV SCTV Group 


2019-sekarang 


Ketua Markaz Hukum Islam 


2016-sekarang 


Imam Besar Masjid Jami al-Barokah Komplek BDN Depok 


2010-sekarang 


Khatib di Masjid Istiglal dan di berbagai masjid Jabotabek 


2012-2015 Ketua RW 007 Komplek BDN 
2008-2011 Ketua RT 003 Komplek BDN 
2005-2015 Ketua Bidang Pendidikan Yayasan al-Barokah Depok 


2006 - sekarang 


Pengasuh Pesantren al-Nahdlah 


1997-2010 Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Sosial 
1999 Koordinator JPPR Jakarta Pusat 
1994 Direktur Pusat Studi Agama dan Masyarakat 


XI. KUNJUNGAN LUAR NEGERI 


Tahun Judul 
2023 Saudi Arabia 
2022 Rusia, Turki, Saudi Arabia 
2021 Amerika Serikat, Saudi Arabia 
2020 Turki, Saudi Arabia, Kamboja 
2019 Portugal, Belanda, Thailand, Philipina 
2018 Laos, Turki, Azarbaijan 
2019 Brunai Darussalam, Vietnam 
2018 Singapura, Taiwan, Myanmar 
2017 Australia, Saudi Arabia, Azarbaijan, China 
2016 Korea Selatan, Singapura, Malaysia 
2015 Australia, Amerika Serikat, Srilanka 
2014 Jepang, Saudi Arabia, Vietnam 
2013 Italia 
2012 China 
2011 Bangladesh 
2010 Jerman, Italia, Singapura, National University of Singapore 
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2009 Selandia Baru, Mesir 


2008 India, Brazil, Argentina, Thailand, Saudi 
2007 Chile, Australia, India, Malaysia 

2006 China, Bahrain, Saudi 

2005 Singapura 

2004 India, Malaysia 

2003 Saudi Arabia 

2001 Saudi Saudi Arabia 

1999 Mesir, Saudi Arabia 


XII. KEGIATAN PROFESI DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 


Tahun Nama Organisasi / Kegiatan Jabatan 

2023-2027 Badan Pembina Olahraga Ketua Umum 
(BAPOR) KORPRI Nasional 

2022-2027 Assosiasi Dosen Indonesia Dewan Pakar 

2022-2027 Asosiasi Dosen Pergerakan Dewan Pakar 

2022-2026 Dewan Pengurus Nasional Ketua Departemen Pemuda dan 
KORPRI Olahraga 

2021-2026 PBNU Katib Syuriyah 

2021-2026 MPP ICMI Ketua Koordinasi Bidang 


Kepemimpinan, Kepemudaan, 
dan Keluarga, Perempuan, dan 


Pelrindungan Anak 

2021 - 2025 IKAL-UIN Jakarta Wakil Ketua Umum 
2020-2025 MUI Ketua MUI Bidang Fatwa 
2020-2023 Masyarakat Ekonomi Syariah — Ketua II PP MES 

(MES) 
2019 - 2023 IKA-PMII Wakil Sekretaris Jenderal 
2018-2023 Majelis Alumni IPNU Sekretaris Jenderal 
2017-2020 Masyarakat Ekonomi Syariah — Ketua IV PP MES 

(MES) 
2016-2021 MPP ICMI Ketua Bidang Perlindungan Anak 
2015-2025 DSN Wakil Sekretaris 
2015-2020 PBNU Katib Syuriyah 
2010-2020 MUI Sekretaris Komisi Fatwa 
2005-2010 MUI Wakil Sekretaris Komisi Fatwa 


72 Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


2014-2017 Masyarakat Ekonomi Syari'ah — Ketua Bidang Hubungan Antar 
(MES) Lembaga 

2010-2015 LP Maarif PBNU Bidang Advokasi dan Kerja sama 

2005-2010 PP GP Ansor Bidang Kaderisasi 

2000-2003 PP IPNU Ketua 

1998-1999 PMII Jakarta Pusat Ketua Umum 

1995 - 1996 PMII LIPIA Ketua 
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BAGIAN KETIGA 


UCAPAN SELAMAT DAN APRESIASI 


PENGUKUHAN 


GURU BESAR 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
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- 


Jk: 


1 
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UCAPAN SELAMAT DAN APRESIASI 


MENTERI DAN WAKIL MENTERI 


Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. - Menko PMK 


Saya mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar Bapak Prof. Dr. 
HM. Asrorun Niam Sholeh, MA di Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Semoga dengan diraihnya pangkat tertinggi beliau akan semakin 
mempertajam akademik beliau serta akan memperkokoh wibawa akademik 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Prof. Dr. Mahfud MD. - Menko Polkhukam 


Saya Mahfud MD, Menkopolhukam RI, mengucapkan selamat dan sukses 
atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar 
di Bidang Ilmu Fikih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Pengukuhan guru besar merupakan capaian jabatan akademik tertinggi di 
dunia perguruan tinggi dan dunia akademik pada umumnya. Karena itu se- 
lamat kepada Mas Niam yang sudah mencapai puncak jabatan akademik. Ini 
merupakan wujud pengakuan atas kiprah akademik Prof. Dr. HM. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA yang selama ini sudah banyak berdedikasi di dalam peran 
pengabdian terhadap masyarakat, seperti di KPAI dan Kemenpora. 

Saya berdoa semoga dapat terus meningkatkan peran keilmuan dalam 
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berbagai aktivitas akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan sehingga 
kebijakan publik yang diambil selalu berbasis keilmuan yang kokoh dan pe- 
mikiran keilmuan berbasis akademik dan dapat terimplementasi secara baik 
dalam merumuskan kebijakan publik. Sekali lagi, saya mengucapkan sela- 
mat dan sukses Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh. 


Abdullah Azwar Anas - Menpan RB 


Saya, Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mengucapkan selamat kepada 
sahabat saya, Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA yang hari ini dikukuh- 
kan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. Saya kenal Rekan Niam sudah sangat lama, sama-sama 
berproses di IPNU, bahkan sejak di Jember. Pengukuhan ini merupakan ben- 
tuk rekognisi wujud pengakuan karir akademik Prof. Nfam yang selama ini 
banyak berperan melakukan pengabdian pada masyarakat, mengimplemen- 
tasikan ilmunya dalam aktifitas publik. 

Semoga Rekan Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh ke depan semakin 
besar dalam memberikan pengabdian terbaik dengan kreativitas dan ino- 
vasinya untuk bangsa dan negara. Terima kasih, semoga dedikasi, kinerja dan 
dampak yang dihasilkan setelah pengukuhan menjadi Guru Besar ini, akan 
lebih besar dan lebih hebat dirasakan langsung masyarakat. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 


Ida Fauziyah - Menaker RI 


Saya, Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, mengucapkan 
selamat dan sukses kepada Prof. Dr. HM. Asrorun Nfam Sholeh, MA atas pe- 
ngukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Prof. Nam sangat layak menyandang gelar Guru Besar ini, bahkan se- 
belum pengukuhannya. Beliau sosok santri-aktifis yang mempunyai reputasi 
yang baik di bidang hukum Islam, khususnya di bidang penguatan halal dan 
ekonomi syariah, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. 

Semoga Prof. Dr. HM. Asrorun Nfam Sholeh, MA terus memberikan 
sumbangsih gagasan dan pemikiran sesuai dengan bidang kompetensinya 
bagi kemajuan umat bangsa dan negara. Semoga capaian ini terus mengin- 
spirasi para akademisi, aktifis dan para santri di Indonesia dan dunia. 


Sandiaga Salahudin Uno - Kemenparekraf 


Saya, Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asrorun 
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Niam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan pada 22 Februari 
2023. 

Khoirunnas Ahsanuhum Khulugon wa Anfaahum Linnas. Sebaik-bai- 
knya manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling berman- 
faat bagi manusia lainnya. Pengukuhan ini adalah pengakuan atas pencapai- 
an akademik sekaligus tanggung jawab untuk terus memberikan kontribusi 
di bidang fatwa dan hukum Islam bagi kemajuan UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta kemajuan umat juga bangsa dan negara. 

Barakallah fi Ilmika. Semoga Allah memberkahi ilmumu, keep hasanah 
wa istigomah.. Tetap semangat dan istigomah, dengan semangat gercep, ge- 
ber dan gaspol. 

Salam Pesona Indonesia. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Muhammad Herindra - Wamenhan RI 


Dalam kesempatan yang istimewa ini, Saya mengucapkan selamat dan sukses 
kepada Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA atas pengukuhannya sebagai 
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Saya mengenal sosok Pak Niam sejak 2015, dan beliau tetap konsisten 
dalam pengembangan akademik. Pengangkatan guru besar ini adalah ben- 
tuk pengakuan negara atas kontribusi akademik Prof. Nfam dalam pengem- 
bangan studi dan metode pengembangan hukum Islam yang inovatif. 

Gelar Guru Besar ini merupakan suatu kehormatan yang tidak ringan, 
oleh karena itu saya berharap agar gelar ini dapat menjadi semangat pem- 
bangkit inspirasi baru guna melahirkan karya yang lebih bermanfaat bagi 
masyarakat yang dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara. 

Sekian dan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Zainut Tauhid Sa'adi - Wamenag RI 


Dengan ini, Saya mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan ja- 
batan akademik tertinggi kepada Bapak Prof. Dr. HM. Asrorun Nfam Sholeh, 
MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih pada Fakultas Syariah dan Hu- 
kum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat di Jakarta. Mas Niam ini 
saya kenal sebagai sosok yang ulet dan dinamis. Semoga ilmu dan kiprah 
Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh semakin berkontribusi dalam menjawab 
kebutuhan permasalahan umat manusia dalam pandangan keagamaan di 
tengah arus perubahan global dan peradaban dunia. 
Sekali lagi, Selamat dan sukses. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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Pahala Nugraha Mansuri - Wamen I Kementerian BUMN 


Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. As- 
rorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya bersama beliau di kepengurus- 
an Masyarakat Ekonomi Syariah. Beliau ahli di bidang fikih, termasuk fikih 
muamalah yang menjadi fondasi dalam praktek ekonomi syaiah di Indone- 
sia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari peran to- 
koh-tokoh penting di bidang fikih, salah satunya Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am 
Sholeh. Beliau menjadi salah satu lokomotif dari akselerasi tersebut karena 
memiliki fokus yang sangat tinggi agar kita bisa terus meningkatkan peran 
ekonomi syariah di Indonesia. 

Sekali lagi selamat dan sukses untuk Prof. Dr. HM. Asrorun Nfam 
Sholeh, MA. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 


Yagut Cholil @oumas - Menteri Agama Republik Indonesia 


Menjadi Guru Besar dengan gelar Profesor pasti menjadi idaman setiap aka- 
demisi. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di dalam dunia kam- 
pus. Oleh karena itu bisa mencapai Guru Besar tentu sebuah prestasi besar. 

Saya Yagut Cholill @oumas, Menteri Agama Republik Indonesia men- 
gucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. H. M. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA., dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatul- 
lah Jakarta. Selain prestasi pencapaian Guru Besar juga tanggung jawab yang 
harus diemban dalam pengembangan dunia pendidikan riset serta pengab- 
dian masyarakat. Selamat dan semoga capaian ini menambah kemanfaatan 
dan keberkahan Amin ya robbal alamin. 


Budi G. Sadikin - Menteri Kesehatan RI 
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Saya Budi Sadikin Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengucapkan se- 
lamat dan sukses kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai 
Guru Besar bidang Ilmu Figih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Guru Besar bukan pencapaian akhir melainkan awal baru untuk me- 
ningkatkan kontribusi pemikiran dan tindakan demi kemaslahatan umat dan 
bangsa. Semoga dapat senantiasa memberikan manfaat melalui penguatan 
fatwa dan hukum Islam. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si - Kapolri 


Selamat dan sukses kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA atas 
pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Figih di Universitas Islam Neg- 
eri Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga dengan gelar yang disandang dapat 
menjadi amanah untuk terus menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kaid- 
ah-kaidah agama sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan bermasyara- 
kat berbangsa dan bernegara guna mewujudkan persatuan kesatuan Indone- 


sia. Sekian dan terima kasih. 
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ULAMA, TOKOH AGAMA, DAN PIMPINAN 
ORGANISASI KEAGAMAAN 


Dr. (HC). KH. Yahya Cholil Staguf - Ketua Umum PBNU 


Saya Yahya Kholil Staguf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

mengucapkan selamat atas pencapaian akademik yang telah diraih oleh 

saudara saya, salah seorang kader unggulan Nahdlatul Ulama, Prof. Dr. KH. 

Asrorun Niam Sholeh yang telah secara resmi dilantik sebagai Profesor. 
Semoga ilmu dan amalnya dikaruniai berkah oleh Allah subhanahu wa 

ta'ala, mendatangkan manfaat dan maslahah untuk sebanyak-banyak mung- 

kin orang, untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa dan negara, dan untuk 

kemanusiaan. 

Mabruk Alfa Mabruk. 

Assalamualaikum Wr. Wb 


Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si. - Ketum PP Muhammadiyah 
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Atas nama PP Muhammadiyah maupun pribadi saya menyampaikan tahni- 
ah selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Doktor Kyai Haji Asrorun 
Ni'am Sholeh, baik dalam kapasitas sebagai ulama maupun juga akademisi. 
Tentu pengukuhan Guru Besar ini merupakan anugerah sekaligus juga per- 
aihan kepangkatan akademik tertinggi yang insya Allah memberi maslahat 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


dan manfaat baik bagi diri Kyai Niam bersama keluarga lebih-lebih bagi ke- 
pentingan umat dan masyarakat luas. 

Dengan pengukuhan Guru Besar ini tentu bagi UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta semakin menambah jumlah Guru Besar, tapi lebih penting dari itu 
menjadikan UIN sebagai institusi akademik yang mampu menjadi kekuatan 
pencerah bagi umat dan bangsa di Republik ini dengan ilmu dan nilai-nilai 
keislaman yang melintas batas dan membawa kemajuan bangsa. 

Sekali lagi saya menyampaikan selamat, Insya Allah dengan ilmu dan 
pengukuhan Guru besar ini akan membuka banyak jalan untuk Profesor 
Doktor Kyai Haji Asrorun Nf'am berhikmat bagi kemajuan umat dan bangsa. 
Nasrun minallah wa fathun garib 
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Dr. H. Amirsyah Tambunan - Sekjend MUI Pusat 


Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asro- 
run Niam Soleh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Saya kenal Mas Niam sudah sangat lama, sama-sama berkiprah di 
Majelis Ulama Indonesia. Sekarang beliau dipercaya sebagai Ketua MUI Bi- 
dang Fatwa. Pengukuhan ini merupakan sebagai wujud pengakuan kiprah 
Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Soleh, MA yang selama ini banyak berdedikasi di 
dalam peran sebagai bagian dari masyarakat, wabil khusus di bidang Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia. Sebuah pengabdian untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan khusus dalam bidang fikih. Sekali lagi selamat. Terima kasih 
Wassalamualaikum Wr. Wb 


K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D. - Rais Syuriyah PBNU, Ketua 
MUI Bidang Dakwah, Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah 


Saya Muhammad Kholil Nafis Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Ama- 
nah mengucapkan selamat, mabruk alfa mabruk kepada Prof. Dr. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA atas capaiannya sebagai Guru Besar di Bidang Ilmu Fikih 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ja- 
karta. 

Saya doakan semoga barokah dan mudah-mudahan ilmunya berman- 
faat, gelarnya menjadi kebanggaan untuk mengembangkan ilmu agama un- 
tuk nusa dan bangsa. Saya secara pribadi teman Prof Niam ketika mahasiswa 
5 tahun di LIPIA. Saya bersama beliau sebagai aktivis, bersama-sama di PMII. 
Beliau adalah sosok aktifis tapi tidak meninggalkan keilmuan, aktivis tidak 
meninggalkan akademik. Sosok seperti ini tidak banyak. Beliau juga seiring 
antara aktivitas akademik dan aktivitas kemasyarakatan. 

Setelah itu saya bersama-sama dengan Prof Ni'am di Majelis Ulama In- 
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donesia, beliau sebagai Ketua Bidang Fatwa saya di Ketua Bidang Dakwah 
dan Ukhuwah. Saya melihatnya beliau mampu menggabungkan antara du- 
nia birokrasi dengan dunia ke 'kyaian. Sebagai pejabat Deputi di Kemenpo- 
ra dan sekaligus sebagai Ketua Bidang Fatwa. Keduanya bisa jalan dengan 
sangat baik. Meski kelihatannya relatif tidak nyambung, tapi keduanya bisa 
dilaksanakan dengan baik. Ia juga sebagai Katib Syuriah di PBNU dan saya 
sebagai Rais melihat beliau aktif di keduanya. 

Pak Asrorun Niam adalah sosok yang layak ditiru oleh generasi muda 
dan bagi kita semua yang mampu menggabungkan antara kehidupan aka- 
demik, kehidupan intelektual sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Ilmu 
yang melangit dan ideal itu dibumikan dalam bentuk pengabdian kepada 
masyarakat, pengabdian di birokrasi, pengabdian pada bangsa dan negara. 

Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, terus berkarya memberikan 
manfaat kepada orang lain karena sebaik-baik manusia adalah yang lebih 
banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Faishal Nasar Bin Madhi - Ketum Al-Irsyad al-Islamiyah 


Alhamdulillah saudara kami Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA telah 
mendapatkan nikmat dengan guru besarnya saya ucapkan Alfu mabruk. 
Mudah-mudahan dengan gelar Guru Besarnya ini tambah bermanfaat bagi 
Ustad Asrorun Niam, bagi keluarga bangsa, negara dan umat Islam. 

Kami kenal saudara Niam, kami pernah berinteraksi dengan beliau di 
MAPK Jember dan sudah nampak dari dulu bakat keilmuannya. Beliau suka 
bertanya di kelas. Rasa ingin tahunya tinggi. Dan memang sekarang terbukti, 
keingintahuannya menjelma menjadi ilmu. Beliau seorang ilmuwan dan ula- 
ma dengan jabatannya di Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan 
selamat kepada Profesor Niam. Sekian dari kami 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Ace Hasan Syadzily - Ketua Umum IKALUIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
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Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saya 
dengan berbangga hati mengucapkan selamat dan sukses untuk Prof. Dr. KH. 
Asrorun Niam Sholeh, MA yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Fikih 
pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Dengan raihan prestasi akademik yang diembannya semoga Profesor 
Kyai Haji Asrorun Ni'am Soleh dapat terus mengembangkan keilmuannya 
di bidang Ilmu Fikih. Dan ini merupakan kebanggaan bagi Ikatan Alumni 
Universitas Hidayatullah Jakarta atas prestasi yang diraihnya. Tentu dengan 
raihan Guru Besar tersebut kita berharap bahwa ilmu fikih terus berkembang 
mengalami dinamika di tengah dinamika masyarakat yang semakin mengha- 
dapi tantangan dan Fikih Islam dituntut terus bisa menjawab persoalan yang 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


dihadapi oleh masyarakat. 

Sekali lagi selamat untuk Profesor Kyai Haji Asrorun Niam sebagai 
Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 
atas prestasi yang telah dimilikinya. Terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Tgk H. Faisal - Ketua MPU Aceh 


Saya Tengku Haji Faisal Ali Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh 
mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. KH. Muham- 
mad Asrorun Ni'am Sholeh, MA Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fat- 
wa sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih di Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 

Semoga ilmu yang dimiliki oleh Prof N'am diberikan keberkahan oleh 
Allah subhanahu wa ta'ala dan manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. 
Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah di dalam kehidu- 
pannya. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. K.H. Machasin, M.A. - Ketum MUI Prov DI Yogyakarta 


Saya Machasin Ketua Umum MUI Daerah Istimewa Yogyakarta mengu- 
capkan selamat dan sukses atas Pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun N'am 
Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Saya berharap pengukuhan ini semakin meneguhkan tekad untuk 
menghasilkan karya dan membimbing umat Islam serta mengabdi kepada 
nusa dan bangsa. Amin. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


KH. Tb. Hamdi Ma'ani Rusydi - Ketua Umum MUI Banten 


Saya Haji Tubagus Hamdi Maani Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Banten mengucapkan selamat dan sukses atas Pengukuhan Prof. Dr. 
H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Uni- 
versitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Dengan penuh harap ilmunya bermanfaat bagi umat yang penuh rah- 
mat, hidayat dan taufik dari Allah SWT selalu menyertainya. Amin. 
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, Lc., M.A. - Ketua MUI Jawa Barat 
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Saya Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat dan suk- 
ses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru 
Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Saya berharap semoga ilmu yang dimiliki bermanfaat bagi agama, nusa 
dan bangsa. Sekali lagi selamat pada Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


PIMPINAN LEMBAGA NEGARA 
DAN PEMERINTAHAN 


Firli Bahuri - Ketua KPK RI 


Saya Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik In- 
donesia beserta segenap Insan KPK mengucapkan selamat atas pengukuhan 
Guru Besar Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA pada Fakultas Syariah 
dan Hukum Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Kami sungguh berbangga atas capaian tersebut karena kami mema- 
hami gelar profesor adalah salah satu capaian di dalam upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Dengan pengukuhan sebagai guru besar, kami berharap 
saudara Profesor Niam akan memberikan kontribusi besar untuk mewu- 
judkan tujuan negara yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa memajukan kesejahteraan umum dan ikut aktif melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Selamat dan sukses selalu. 


Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. - Kepala Bakamla RI 
Saya, Kepala Bakamla RI mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan 


Prof. Dr. HM Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai guru besar bidang ilmu fikih 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan ini meru- 
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pakan wujud apresiasi dan pengakuan atas prestasi akademik Prof. Dr. HM. 
Asrorun Ni'am Sholeh, MA. 

Disamping itu, beliau berperan sebagai pengambil kebijakan publik 
dalam pengembangan sumber daya pemuda sebagai Deputi Bidang Pengem- 
bangan Pemuda Kemenpora. Semoga apa yang sudah dicapai menjadi ke- 
maslahatan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengemban tu- 
gasnya, dan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. 

Selamat dan sukses. 


Prof. Dr. KH. Noor Ahmad - Ketua BASNAZ RI 


Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar sahabat 
karib saya, Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bi- 
dang Ilmu Fikih di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Prof Niam menjadi salah satu sahabat dan mitra akademik dalam 
pengembangan hukum Islam, khususnya terkat dengan tata kelola zakat 
di Indonesia. Sering memberikan masukan untuk masalah perzakatan na- 
sional, dengan pendekatan akademik. Pengukuhan ini merupakan wujud 
pengakuan kiprah akademik yang selama ini banyak berdedikasi dalam per- 
annya di dunia keilmuan dan kemasyarakatan. Beliau sosok akademiki yang 
dapat menungkan idenya dalam program. Semoga ilmu fikih di Indonesia 
semakin berkembang. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Agung Suprio - Ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) 
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Saya, Agung Suprio Ketua KPI mengucapkan selamat dan sukses atas pengu- 
kuhan Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai sebagai Guru Besar 
bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Saya benyak berinteksi dengan Prof Niam, khususnya dalam mendo- 
rong siaran bermutu kepada lembaga penyiaran Indonesia. Beberapa kali 
bekerja sama, baik dalam kapasitas beliau sebagai Ketua MUI maupun seb- 
agai Deputi Pengembangan Pemuda. Di samping itu, beliau juga dikenal se- 
bagai sosok yang konsens di bidang ekonomi syariah. Prof. Dr. HM. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA merupakan salah satu tokoh yang menjadi lokomotif dari 
akselerasi di bidang ekonomi syari'ah melalui fatwa dan pengawasannya di 
lembaga keuangan. 

Sekali lagi selamat dan sukses. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Ai Maryati Sholihah - Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 


Saya, Ai Maryati Sholihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. As- 
rorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Mas Niam ini adalah senior kami, baik di aktifis pergerakan maupun 
saat berkiprah di dunia perlindungan Anak. Saya meneruskan jejak beliau. 
Beliau sosok pembelajar. Dan pengukuhan ini merupakan bentuk pencapa- 
ian tertinggi di dunia akademik di perguruan tinggi. Pengukuhan ini juga 
sebagai sebagai wujud pengakuan kiprahnya di pengabdian masyarakat, ter- 
masuk di KPAI. 

Beliau merupakan inspirator bagi penguatan perlindungan anak In- 
donesia. Sebagai harapan, semoga dedikasi yang selama ini dilakukan turut 
memperkuat juga kerangka perlindungan dan penyelenggaraan perlindun- 
gan anak Indonesia. Selamat dan sukses. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Dr. M. Afif Hasbullah, S.H. M.Hum. - Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha) 


Saya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, 
mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA sebagai guru besar bidang ilmu fikih Universitas Islam Neg- 
eri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan ini merupakan bentuk penghar- 
gaan dunia akademik atas disipin keilmuan beliau, juga sebagai pengakuan 
kiprah sosial kemsyarakatan beliau dengan banyaknya dedikasi dalam peng- 
abdian masyarakat, di MUI, di NU, di Pesantren, dan juga birokrasi. 

Saya terkesan dengan profil beliau sebagai sosok aktivis yang multi tal- 
enta, sebagai birokrat juga sebagai akademisi dan sekaligus sebagai ulama 
yang ramah, humble serta sangat bersahabat sehingga beliau dapat diterima 
di semua kalangan. Saya berharap kiprah kebangsaan dan kiprah kenegaraan 
beliau dapat semakin meningkat kemudian hari. 

Terima Kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Dr Ir. HM. Nadratuzzaman Hosen - Pimpinan BAZNAS 


Dengan ini, Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prof. Dr. HM. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA yang telah ditetapkan dan dikukuhkan menjadi guru besar 
di Fakultas Syariah UIN Syarifatullah Jakarta. 

Semoga langkah beliau menjadi guru besar dapat diikuti oleh jutaan 
para santri yang ada di Nusantara ini. Selamat berkarya dan selamat berkip- 
rah di tingkat nasional maupun internasional. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
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Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M. - Wakil Ketua Komnas HAM RI 


Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. As- 
rorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Saya banyak berinteraksi dengan beliau, sejak beliau di KPAI dan saya 
di LPSK. 

Pengukuhan ini bukan sekedar ceremony, tetapi merupakan bentuk 
penghargaan keilmuan tertinggi di dunia akademik, beliau ahli di bidang 
fikih, di bidang hukum keluarga, bidang halal, dan bidang ekonomi syariah. 
Peranan Prof. Nfam dalam akselerasi ekonomi syariah di Indonesia selama 
ini diharapkan mampu mendorong pemenuhan hak-hak yang berkaitan 
dengan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta menegaskan kiprah 
akademik yang selama ini banyak berdedikasi di dalam peran pengabdian 
masyarakat. 

Selamat dan sukses. Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Dahniel Annar Simanjutak - Staf Khusus Menhan, Jubir Kemenhan RI 
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Saya Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai juru bicara Menteri Pertahanan 
Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih di 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Semoga pengukuhan profesor ini bisa terus memperkaya tokoh-tokoh 
ulama muda kita di Indonesia, yang bisa memberikan kontribusi besar bagi 
pengembangan Fikih Islam di Indonesia khususnya dan di dunia secara um- 
umnya. 

Saya kenal Prof. Nfam adalah salah satu ulama yang sangat alim mum- 
puni dan beliau punya kontribusi besar terhadap pengembangan Islam 
moderat di Indonesia. Sekali lagi selamat Prof Ni'am, sukses selalu, teruslah 
berkontribusi untuk kemaslahatan ilmu, untuk kemaslahatan Islam dan ke- 
maslahatan Indonesia. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


PEJABAT PEMERINTAHAN 


Khofifah Indar Parawansa - Gubernur Jawa Timur 


Saya, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menyampaikan Se- 
lamat atas pengukuhan guru besar Bapak Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam 
Sholeh. MA atas pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Fikih di 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu, kehadiran PProf. 
Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh. MA di dalam ilmu figih akan menjadi ba- 
gian penting betapa kontekstualisasi sangat banyak keilmuan hal yang mem- 
butuhkan referensi-referensi, hujjah keagamaan dengan naskah-naskah yang 
sudah beliau perdalam dan fakta-fakta dinamika kehidupan masyarakat baik 
tingkat lokal nasional maupun global. Insyaallah ,kita akan mendapatkan 
penguatan dari hadirnya Bapak keilmuan. Selamat dan sukses. mudah-mu- 
dahan manfaat barokah. 


H. Ganjar Pranowo - Gubernur Jawa Tengah 


Kita tidak punya banyak akademisi yang sekaligus memiliki riwayat perger- 
akan dan pengabdian masyarakat yang mumpuni. Di tengah kelangkaan so- 
sok seperti itu, kehadiran Prof. Dr. HM. Asrorun Nfam Sholeh, MA,., seperti 
mata air bagi kita semua. 

Selamat atas pengukuhan Prof. Nam sebagai Guru Besar Bidang Ilmu 
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Fikih Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga dengan semakin 
tinggi keilmuan yang beliau capai, semakin menguatkan pergerakan beliau 
dalam menjadikan kebijaksanaan langit menjadi kebijakan di bumi. 

Sukses dan sehat selalu untuk Prof. Nfam, salam buat keluarga dan rekan- 
rekan semua. 


Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si - Pj. Gubernur Gorontalo 


Saya selaku Penjabat Gubernur Gorontalo mengucapkan selamat dan dan 
sukses atas pengukuhan beliau sebagai Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh 
MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Jakarta. Semoga pengukuhan 
ini akan menambah keberkahan. Pengukuhan ini sebagai bentuk pengakuan 
atas prestasi akademik Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Di samping 
itu juga, sejauh yang saya kenal, beliau berperan sebagai pengambil kebijakan 
publik dalam hal pengembangan sumber daya pemuda, yakni bersama-sama 
dengan saya di Kementerian Pemuda Olahraga, sebagai Deputi Pengemban- 
gan Pemuda Kemenpora. 

Semoga capaian ini menjadi awal untuk pencapaian-pencapaian be- 
sar lainnya sehingga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia tanah 
air. Sekali lagi, saya ucapkan selamat buat Prof. N'am selaku kolega saya di 
Kemenpora. Semoga ke depan sukses sebagai akademisi dan juga sebagai bi- 
rokrat. Terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. - Kapolda Jawa Tengah 


Saya, Kapolda Jawa Tengah mengucapkan selamat dan sukses atas penguku- 
han Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Soleh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu 
Fikih Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pengukuhan ini merupakan bentuk capaian derajat tertinggi di dunia 
akademik. Saya berharap semoga Pak Ror dapat terus meningkatkan peran 
keilmuan dalam berbagai aktivitas akademik maupun aktivitas sosial ma- 
syarakat, sehingga kebijakan publik yang diambil berbasis keilmuan yang 
kokoh. Sebaliknya pemikiran keilmuan berbasis akademik dapat terimple- 
mentasi secara baik dalam merumuskan kebijakan publik. 

Selamat dan sukses. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si. - Kapolda Metro Jaya 
Saya Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Muhammad Fadil mengucapkan selamat 


dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA seb- 
agai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul- 
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lah Jakarta. 

Semoga senantiasa dianugerahi usia yang berkah sehingga dapat terus 
menebarkan manfaat kebaikan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya 
bagi kemajuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Amin ya robbal alamin. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi. 


Dr. Masyhudi, S.H., MH - Kajati Kalimantan Barat 


Dengan rasa bangga, Saya, Masyhudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan 
Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asro- 
run Niam Soleh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya cukup lama mengenai beliau saat 
sama-sama menempuh pendidikan. Jalinan persahabatan terus terpelihara. 
Pengukuhan beliau sebagai guru besar merupakan bentuk capaian derajat 
tertinggi di dunia kampus. Ini juga sebagai sebagai wujud pengakuan kiprah 
Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Soleh, MA yang selama ini berdedikasi di dalam 
peran sosial dan profesional di tengah masyarakat sebagai pengambil kebi- 
jakan publik. 

Semoga senantiasa dianugerahi usia yang berkah sehingga dapat terus 
menyebarkan manfaat kebaikan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH. - Dirjen Dukcapil Kemendagri RI 


Saya Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri be- 
serta seluruh jajaran mengucapkan selamat atas pencapaian derajat terting- 
gi di dunia akademik sebagai Guru Besar oleh Prof. Dr. HM. Asrorun Niam 
Soleh, MA., sahabat saya yang memiliki karya-karya luar biasa. 

Derajat guru besar adalah pencapaian tertinggi di dunia akademik. Ini 
sebagai penghargaan atas seluruh karya-karya Prof Ni'am yang selama ini 
banyak memberikan manfaat baik di dunia akademis maupun di dunia prak- 
tikal di sektor sosial agama dan kemasyarakatan. 

Sukses Bro! maju terus! Semakin bermanfaat semakin dirasakan kiprah 
Prof. Nam di masyarakat. Sukses selalu, salam hangat dari kami. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 


Prof. Dr. Ali Ramdani - Dirjen Pendis Kemenag 


Saya, Muhammad Ali Ramdani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kement- 
erian Agama Republik Indonesia dengan bangga dan bahagia mengucapkan 
selamat kepada Rekan Prof. Dr. HM. Asrorun Nam Sholeh, MA atas pen- 
gukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih di Fakultas Syariah UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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Saya mengenal Rekan Prof. Ni'am sebagai insan yang cerdas, kreatif 
dan baik hati. Beliau membuat kehidupan kita selalu akrab dengan ilmu- 
ilmu yang terbaru dan tentu saja dengan kedalaman ilmu fikih yang luar bi- 
asa. Semoga Prof. Ni'am senantiasa dianugerahi panjang umur dan penuh 
keberkahan sehingga dapat terus menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan 
kebaikan bagi kemajuan pendidikan Islam UIN Jakarta serta Fakultas Syariah 
dan Hukum. 

Belajar, Berjuang, Bertakwa.... 

Wallahul Muwafig Ila Agwamith Thorig. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 


Prof. Dr. Phil. H. Kamarudin Amin, MA - Dirjen Binmas Islam Kemenag RI. 


Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Prof. Dr. KH. M. Asrorun 
Ni'am Sholeh, MA yang baru saja mendapatkan amanah sebagai Guru Be- 
sar Bidang Ilmu Fikih di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. 

Beliau tidak hanya memiliki horizon akademik yang cukup luas tapi 
juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai seorang akademisi yang selama 
ini aktif dan memiliki pengalaman cukup panjang secara empiris di Majelis 
Ulama Indonesia dan juga dalam pengembangan kepemudaan karena beliau 
adalah salah seorang Deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Insya 
Allah. 

Semoga amanah yang baru ini dapat diemban dengan sangat baik se- 
hingga bermanfaat secara luas untuk umat untuk bangsa dan negara. Sekali 
lagi sahabat saya. Selamat, semoga berkah. Terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Arif Rohman - Bupati Blora 
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Saya, Arif Rahman, Bupati Blora Jawa Tengah, mengucapkan selamat dan 
sukses atas pengukuhan senior saya, Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
sebagai Guru Besar Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Prof Niam adalah senior saya yang menjadi teladan bagi para kader 
dalam komitmennya di dunia akademik. Pengukuhan ini merupakan ben- 
tuk capaian derajat tertinggi di dunia Akademik. Selama ini Prof Niam ban- 
yak aktif di dunia kemasyarakatan, karenanya pengukuhan ini juga sebagai 
wujud pengakuan kiprah Prof. N'am yang selama ini banyak berdedikasi di 
dalam peran pengabdiannya di masyarakat. 

Semoga ke depan beliau akan mampu memberikan kontribusinya un- 
tuk bangsa dan negara dan bermanfaat maslahah untuk umat. Selamat dan 
sukses sekali lagi untuk senior kebanggaan kita, Prof. Nfam, terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E, S.H, M.M., M.BA - Pj. Bupati Nganjuk 


Assalamualaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semuanya selalu. Om Swastiastu Namo bu- 
dayo, salam kebajikan. 

Sebagai kepala daerah serta masyarakat, bangga kepada Prof. Dr. HM. 
Asrorun Ni'am Sholeh, M.A yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau asli orang Nganjuk. Beliau 
yang juga Deputi Bidang Pengembangan Pemuda di Kementerian Pemuda 
dan Olahraga Republik Indonesia telah membuktikan, bahwa dengan ilmu 
pengetahuannya bisa akan lebih menebarkan manfaat untuk masyarakat In- 
donesia. Bagi kita semuanya, termasuk spirit untuk warga kami, tanah kelahi- 
ran beliau yaitu bumi Nganjuk. Saya berharap betul, bisa selalu bersama-sa- 
ma, beliau kontribusinya juga luar biasa pada tanah kelahiran bumi Nganjuk 
kita berharap juga terus berkolaborasi dengan kabar Nganjuk kami dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nganjuk. 

Sekali lagi, Selamat dan sukses untuk saudara kami, Sahabat kami Prof. 
Dr. HM. Asrorun Nfam Sholeh, M.A atas pengukuhan sebagai Guru Besar 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya, Kang Marhaen Pejabat Bupati Ngan- 
juk. Kami bangga sebagai warga Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Heru Budi Hartono - Pj. Gubernur DKI Jakarta 


Selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh. 
MA atas pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Fikih di Universi- 
tas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga amanah baru yang di- 
emban ini bisa menjadi lentera yang menginspirasi bagi dunia pendidikan 
serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi insan civitas akademika UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekali lagi selamat. 
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HAKIM, AKADEMISI DAN 
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI 


Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. - Hakim Mahkamah Konstitusi 
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Saya, Dr. Wahiduddin Adams SH. MA, Hakim Konstitusi pada Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia mengucapkan selamat berbahagia dan sukses 
atas pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Fikih kepada bapak Prof. Dr. 
H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA. 

Pengukuhan Guru Besar ini teramat penting karena dengan disemat- 
kannya gelar tersebut menjadi teladan panutan dalam menjalankan tugas- 
nya baik sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Islam 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta maupun sebagai Deputi 
Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indo- 
nesia dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa di usia yang masih 
relatif muda. 

Pengukuhan gelar Guru Besar dapat menjadi contoh serta pemacu 
motivasi bagi generasi muda civitas akademika untuk mendapat pencapaian 
prestasi akademik dan non akademik. Pengukuhan gelar Guru Besar meru- 
pakan bentuk pencapaian derajat tertinggi di dunia akademik, namun hal 
demikian bukan sebuah akhir, tapi justru akan menjadi jalan baru bagi Prof. 
Dr. HM. Asrorun Niam Soleh, MA untuk memberikan gagasan pemikiran 
yang semakin bernas yang dia jawabkan dalam setiap penelitian dan karya 
tulis ilmiahnya juga diaktualisasikan dalam karir dan keaktifan berorganisasi 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


yang tentunya akan bermanfaat besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan 
kemaslahatan umat. 

Wallahul muwafig Ila agwamit Thorig. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


M. Din Syamsuddin - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI 


Tahniah dan Tabrik atas Pengukuhan Guru Besar bagi sahabat saya, alumni 
Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama, IPNU. Professor Asrorun Ni'am Saleh me- 
mang layak meraih gelar itu. Sebagai seorang tokoh fatwa MUI ia adalah 
seorang pembelajar tekun, dan pegiat umat yang mencerahkan. Gelar Guru 
Besar baginya hanyalah formalitas akademik, karena wawasan keilmuannya 


luas dan dalam 


Prof. Dr. KH. Nazarudin Umar, MA - Imam Besar Masjid Istiglal/Rektor Institut 
PTIO 


Saya selaku Rektor Institut PTIO, yang sebentar lagi akan dilaunching men- 
jadi Universitas PTIO, mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar 
Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Soleh, MA. 

Semoga ilmu yang diembannya, insya Allah akan bermanfaat untuk 
kemaslahatan umat, wabil khusus untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. 
Saya pribadi sangat mengenal Adinda Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Soleh, MA 
ini adalah seorang yang produktif. Dan yang paling khusus, dia ini sosok yang 
baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya dan bahkan semua 
orang mendoakannya. 

Semoga karunia Allah ini berkelanjutan, sehingga bisa diikuti juga oleh para 
mahasiswanya dan masyarakat. Sekali lagi selamat atas pengukuhan ini. 


Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. - Rektor IPB 


Saya Arif Satria Rektor IPB University mengucapkan selamat kepada Prof. 
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Ini adalah awal bukan akhir, ini adalah awal bagi kita untuk menjadi 
seorang pembelajar. Dan menjadi pembelajar sejati sangat diperlukan bagi 
kita untuk merespons perubahan. Semoga Gus Ni'am selalu menginspirasi 
selalu humble dan terus menebar manfaat untuk kemaslahatan umat. Sukses 
selalu kepada Gus Nfam dan semoga Allah memberikan ridho kepada kita 
semua. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum. - Ketum PP ISNU 


Saya Ali Masykur Musa Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama me- 
nyampaikan tahniah kepada sahabat saya, saudara saya, teman saya sekaligus 
guru saya almukarom Profesor Doktor Kyai Haji Asrorun Nam Sholeh yang 
dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Islam Hidayatullah Jakarta. 
Semoga Allah meridhai ilmunya, membimbing umat dan terus ber- 
manfaat. Selamat 'Akhi' semoga Allah terus membimbing dan memberkahi 
ilmunya. 
Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H. — Akademisi, Mantan Hakim Konstitusi 


Saya, Dewa Gede Palguna, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, 
mantan Hakim Konstitusi mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepa- 
da Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Soleh, MA sebagai Guru Besar dalam Bidang 
Ilmu Figih di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Semoga dengan status Guru Besar ini amal ibadah beliau semakin me- 
ningkat sehingga semakin bermanfaat bagi umat bangsa dan negara terima 
kasih. 


Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A. - Guru Besar dan 
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota 
Komisi Fatwa MUI Pusat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua 
Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PKTIN se Indonesia. 
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Saya mengenal Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, Lc., M.A. sebagai so- 
sok cendekiawan dan ilmuwan Muslim dengan kekhasan ilmu fikih. Beliau 
sangat fasih ketika menjelaskan ihwal fikih dan usul fikih. Puluhan bahkan 
ratusan karya dalam bidang keislaman, khususnya hukum Islam, menjadi ru- 
jukan untuk studi-studi hukum Islam di Perguruan Tinggi. Beliau memang 
tergolong dosen dengan produktivitas karya di atas rata-rata. 

Yang saya tahu beliau sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia 
fatwa, utamanya sebagai pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Kiprahnya di Komisi Fatwa MUI sedikit banyak telah mewarnai arah 
pendapat-pendapat hukum Islam yang diterbitkan MUI. Bahkan, beliau 
seringkali tampil di media untuk menjelaskan secara lugas dan gamblang 
untuk setiap fatwa hasil ijtihad Komisi Fatwa MUI. 

Bagi saya, Profesor Asrorun Ni'am adalah paket komplit. Beliau seorang 
ulama muda yang mumpuni dalam bidang ilmu fikih, akademisi yang san- 
gat produktif dengan gagasan-gagasan keislaman yang segar dan progresif, 
seorang aktivis kemasyarakatan yang jaringannya sangat luas, dan beliau 
juga sosok birokrat yang sukses. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Sebagai kolega, saya tentu merasa bangga atas prestasi beliau yang 
telah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Profesor. Amanah akademik 
ini, in sya Allah akan semakin memperkuat rekognisi keilmuan dan memper- 
luas kiprah beliau di tengah-tengah masyarakat. 


Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si - Rektor UNUSIA 


Saya, Juri Ardiantoro, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UN- 
USIA) Jakarta menyampaikan syukur alhamdulillah dan bangga kepada 
sahabat saya Prof. Dr. KH. Asrorun N'am yang telah mencapai jabatan aka- 
demik tertinggi Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ja- 
karta. 

Semoga dengan diraihnya jabatan sahabat saya ini akan dapat mem- 
perluas kiprahnya, bukan saja di bidang akademik tapi juga di bidang bi- 
rokrasi, di bidang kemasyarakatan. Karena saya tahu beliau ini adalah aktivis 
Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan banyak kip- 
rah sosial lainnya. 

Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses berkah untuk sahabat say 
Profesor Niam. 

Wallahul Muwaffig Ilaa Agwamit Thorig. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Prof. Dr. H Masnun Tahir, M.Ag - Rektor UIN Mataram 


Saya Rektor Universitas Islam Negeri Mataram beserta seluruh civitas aka- 
demika UIN Mataram mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara 
saya Prof. Dr. HM. Asrorun Nfam Sholeh, MA sebagai Guru Besar bidang Ilmu 
Fikih di Universitas Islam Hidayatullah Jakarta. 

Pengukuhan hari ini merupakan bentuk capaian derajat tertinggi di 
dunia akademik sekaligus sebagai wujud pengakuan yang selama ini banyak 
berdedikasi dalam bidang akademik maupun Perguruan Tinggi khususnya 
dalam pengabdian kepada masyarakat. 

Semoga sukses selalu dan ilmunya bermanfaat bagi agama bangsa dan 
kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. 

Walluhumuwafig Ilaa Agwamith Thorig. 
Wasalamualaikum Wr. Wb 


Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. - Rektor Univ Prof Moestopo 


Saya Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si., Rektor Universitas Profesor 
Doktor Moestopo Beragama mengucapkan selamat dan sukses atas pengu- 
kuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang 
Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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Pengukuhan ini sebagai wujud pengakuan kiprah akademik Profesor 
Niam yang selama ini banyak mendedikasikan di dalam peran pengabdian 
kepada masyarakat, termasuk di birokrasi. 

Semoga keilmuannya dapat berguna bagi masyarakat nusa dan bangsa. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Safi', SH. MH. - Rektor Universitas Trunojoyo 


Saya Dr. Safi, SH., MH. Rektor Universitas Trunojoyo Madura mengucapkan 
selamat dan sukses atas dikukuhkannya Bapak Prof. Dr. H. M. Asrorun Nfam 
Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pengukuhan ini menjadi bukti atas prestasi luar biasa dari Prof Nfam 
dalam bidang akademik di samping kesibukan beliau sebagai Deputi Bidang 
Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik 
Indonesia. Banyak inovasi yang beliau lakukan. 

Selamat dan sukses semoga bermanfaat dan barokah untuk kemajuan 
bangsa dan negara. Terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil., Ph.D.- Rektor UINSA 


Guru Besar bukan sekedar prestasi akademik tapi merupakan apresiasi dan 
rekognisi oleh negara kepada seorang insan akademik. Saya Ahmad Muzakki 
Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengucapkan sela- 
mat kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun Nfam Sholeh, MA atas prestasinya seb- 
agai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul- 
lah Jakarta. 

Semoga prestasi akademik dan rekognisi sebagai Guru Besar ini me- 
nambah kontribusi dan peran yang bersangkutan dalam bidang pengemban- 
gan kepeloporan kepemudaan dan partisipasi pengabdian kepada masyara- 
kat. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. H. Imam Taufig, M.Ag. - Rektor UIN Walisongo 
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Saya Imam Taufig Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 
kampus kemanusiaan dan peradaban, hijau kampusku, milenial jiwaku, 
mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA seb- 
agai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul- 
lah Jakarta. 

Profesor Nfam seorang cendekia yang multi talent. Tidak hanya pakar 
dalam bidang ekonomi syariah dan dinamikanya hari ini di bidang fatwa tapi 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


juga memiliki dedikasi yang luar biasa cukup ciamik buat bangsa negara dan 
masyarakat. Karena itu sekali lagi saya sampaikan alfu mabruk, milyuna ma- 
bruk. Semoga kedepan lebih kontributif untuk bangsa dan negara. Selamat 
terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. - Rektor UIN Khas 


Saya Babun Soeharto selaku Rektor UIN Kyai Haji Ahmad Sidik Jember men- 
gucapkan selamat atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, 
MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. 

Tentunya pengukuhan ini merupakan capaian derajat tertinggi di 
dalam dunia akademik. Saya mengenal betul sosok Bapak Asrorun N'am 
pada saat beliau menjadi siswa Madrasah Aliyah Jember. Beliau dari sosok 
yang walanya biasa-biasa saja dan alhamdulillah hari ini dengan penguku- 
han Guru Besar beliau menjadi orang yang luar biasa. 

Selamat dan sukses kepada sahabat saya Prof. Dr. Asrorun Niam 
Sholeh, MA. Terima kasih 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Hamdan Juhannis, MA - Rektor UIN Alauddin Makassar 


Saya Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengucapkan se- 
lamat kepada bapak Prof. Dr. H. M. Asrorun Nfam Sholeh, MA Deputi Bi- 
dang Pengembangan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia atas penguku- 
hannya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Fikih pada Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Semoga pengukuhan Guru Besar ini menjadi berkah pengabdian dan 
meneguhkan hikmat bagi Agama bangsa dan negara. 


Prof. Dr. K.H. Wawan Wahyudin, M.Pd - Rektor UIN Sultan Hasanuddin Banten 


Saya Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor UIN Sultan Hasanuddin 
Banten dengan ini mengucapkan selamat atas tercapainya jabatan tertinggi 
akademik Prof. Dr. H. M. Asrorun N'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bi- 
dang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Teriring 
harapan dan doa semoga ilmu yang diperolehnya bisa menjadi kontribusi 
menuju Indonesia emas. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si - Rektor UIN Raden Fatah Palembang 


Saya Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengucapkan 
selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, 
MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. 

Semoga dengan pengukuhan ini menjadikan peningkatan peran dan 
fungsi yang bersangkutan bagi kehidupan bangsa dan negara dan sekaligus 
pengakuan kiprah akademik yang selama ini banyak berdedikasi di dalam 
peran pengabdian masyarakat. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. - Rektor IAIN Kudus 


Saya Rektor IAIN Kudus mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan 
Guru Besar Prof. Dr. H. M. Asrorun Nfam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bi- 
dang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Semoga capaian Guru Besar ini memberikan manfaat dan berkah ke- 
pada Profesor Nf'am beserta keluarga dan seluruh civitas akademika UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Serta memberikan inspirasi kepada seluruh 
dosen untuk meraih Guru Besar dan mencapai predikat tertinggi dalam bi- 
dang akademik masing-masing. 
Demikian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. 


Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I - Rektor IAIN Curup 


Saya Rektor IAIN Curup mengucapkan selamat dan sukses atas Pengukuhan 
Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu 
Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Proses akselerasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak 
terlepas dari peran tokoh-tokoh penting di Indonesia yang concern dalam bi- 
dang tersebut. Prof Niam menjadi salah satu lokomotif dari akselerasi terse- 
but. 

Sekali lagi selamat dan sukses. 


Prof. Dr. H. Muchtar Siswoyo, Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon 
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Dari Turki saya Prof. Dr. H. Muchtar Siswoyo, Rektor Universitas Swadaya Gu- 
nung Jati Cirebon mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar Prof. 
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 


Atas pengukuhan ini saya ikut bangga dan apresiasi, semoga keil- 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


muan yang telah ditempuh dapat bermanfaat bagi Universitas Islam 


Negeri Syarif Hidayatullah dan juga bagi keilmuan di tanah air. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Sri Djatnika SA, SE., M.Si. - Direktur Politeknik Al Islam Bandung 


Kami segenap civitas akademika Politeknik Al Islam Bandung mengucapkan 
selamat atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Nfam Sholeh, MA sebagai 
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Pengukuhan ini Tentunya merupakan bentuk pengukuhan dan peng- 
akuan tertinggi bidang akademik dari kiprah Bapak Profesor Niam. Disamp- 
ing peran beliau yang aktif di dalam pengabdian masyarakat dan pengem- 
bangan sumber daya kepemudaan di Kemenpora selaku Deputi Bidang 
Pengembangan Pemuda. Semoga ilmunya semakin bermanfaat. 

Selamat dan sukses Bapak Profesor Niam. 

Barakallah. 


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CiOar - Rektor Universitas PGRI Palembang 


Universitas PGRI Palembang mengucapkan selamat dan sukses atas pengu- 
kuhan Guru Besar Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru 
Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Semoga dengan pencapaian ini semakin memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dan khususnya 
bagi pengembangan Pemuda Indonesia. 


Dr. E. Nurzaman AM., M.M.,, M.Si. - Rektor Univ Pamulang 


Saya Nurzaman Rektor Universitas Pamulang dengan ini mengucapkan sela- 
mat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. 

Jabatan guru besar ini merupakan jabatan puncak di dunia akademik. 
Pengukuhan ini sebagai wujud pengakuan kiprah akademik Profesor Ni'am 
atas peran akademiknya, dan peran pengabdiannya kepada masyarakat. 

Dalam pandangan saya Profesor Niam adalah seorang yang berwa- 
wasan luas yang meniti karir di dunia akademik sehingga mencapai dera- 
jat yang tertinggi. Disamping itu Alhamdulillah sekarang sebagai pejabat 
pemerintah dalam urusan Pemuda dan Olahraga semoga terus berdedikasi 
untuk negeri. 

Sekali lagi selamat, barakallah, semoga Allah SWT senantiasa mem- 
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berikan perlindungan dan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Ma'mun Murod Al-barbasyi M.Si, - Rektor Universitas Muhammadiyah 
Jakarta 


Saya Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta mengucapkan selamat dan 
sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai 
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Pengukuhan ini merupakan bentuk pengakuan atas kiprah akademik 
Prof Niam yang selama ini telah banyak mendedikasikan hidupnya dalam 
pengabdian masyarakat maupun pengabdian keummatan. Sekali lagi sela- 
mat atas gelar Profesor Ni'am. Terima kasih... 
Billahi fisabilil Hag... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SIP, CIOaR - Rektor Univ Krisnadwipayana 


Saya Rektor Universitas Krisnadwipayana / UNKRIS mengucapkan selamat 
dan sukses atas pengukuhan guru besar Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, 
MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. Pengukuhan ini tentunya merupakan bentuk pengakuan 
atas prestasi akademik Prof Ni'am, di samping itu beliau berperan sebagai 
pengambil kebijakan publik dalam pengembangan sumber daya pemuda 
sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan 
Olahraga. 

Kami Universitas Krisnadwipayana memiliki kesan yang sangat men- 
dalam terhadap beliau yang telah memberikan kesempatan kepada UNKRIS 
dalam menumbuhkan ekosistem kewirausahaan di lingkungan mahasiswa di 
kampus UNKRIS. Melalui kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda, kesem- 
patan ini sedikit banyak telah mampu mendorong mindset para mahasiswa 
UNKRIS untuk memiliki karakter yang lebih kuat, tangguh, solutif dan man- 
diri melalui kewirausahaan pemuda. 

Harapan kami ke depan semoga dengan keilmuan dan juga sebagai 
salah satu pimpinan pengambil kebijakan dalam pengembangan pemuda 
dapat terus mendorong dan menjadi inspirasi bagi para mahasiswa UNKRIS. 
Sekali lagi selamat dan sukses kepada Profesor Ni'am. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH. - Rektor Univ Bung Karno 
Saya Didik Suhariyanto Rektor Universitas Bung Karno mengucapkan se- 


lamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, 
MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif 
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Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan ini merupakan bentuk capaian derajat 
tertinggi di dunia akademik sekaligus sebagai wujud pengakuan kiprah aka- 
demik Prof Nfam yang selama ini banyak berdedikasi di dalam peran peng- 
abdian masyarakat. 

Beliau merupakan sosok pribadi yang konsen di dunia akademik dan 
kepemudaan olahraga serta perlindungan anak untuk kemajuan bangsa. 
Semoga dengan pengukuhan beliau sebagai Guru Besar akan semakin ban- 
yak ilmunya dapat diimplementasikan dan menjadi perubahan terhadap 
masyarakat bangsa dan negara. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka. 


Dr. Agustinus Prasetyantoko - Rektor Unika Atma Jaya 


Saya mewakili segenap civitas akademika Universitas Katolik Indonesia At- 
majaya Saya ingin menyampaikan selamat kepada Profesor Doktor am Soleh 
sebagai guru besar di bidang ilmu figih di Universitas Islam Negeri Hidayatul- 
lah Jakarta. 

Kami yakin rekam jejak Prof Niam selama ini cukup diakui tidak saja 
di bidang pendidikan tapi juga di bidang kepemudaan dan itu kiprah beliau 
sebagai Deputi pengembangan Pemuda Republik Indonesia. Kami berharap 
pengukuhan ini bisa mengukuhkan baik secara akademik maupun peran so- 
sial, terutama untuk mengembangkan dan menyiapkan generasi muda Indo- 
nesia yang lebih baik di masa depan. 
Sekali lagi selamat. 


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc - Rektor UAI 


Saya Rektor Universitas Al Azhar Indonesia mengucapkan selamat dan suk- 
ses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru 
Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Tentunya pengukuhan Guru Besar ini merupakan bentuk capaian yang san- 
gat tinggi di jenjang akademik universitas di Indonesia, sekaligus juga meru- 
pakan wujud pengakuan kiprah akademik Profesor Ni'am. 

Dan kita tahu beliau banyak sekali berkiprah di dunia pengabdian 
pada masyarakat. Kami sering bekerjasama dengan Profesor N'am sebagai 
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia. Juga di forum-forum akademik. Semoga Bapak terus 
dapat berkiprah dalam membangun generasi muda dan tentunya mengem- 
bangkan ilmu fikih yang semakin diperlukan di Indonesia saat ini. Selamat 
sekali lagi. 
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Dr. H.Haswan Yunas, M.M. - Rektor IBI Kosgoro 1957 


Saya Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 mengucapkan sela- 
mat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk prestasi tertinggi di 
dunia akademik sekaligus sebagai wujud pengakuan kiprah akademik Prof 
Ni'am yang selama ini banyak berkontribusi di dalam peran pengabdian ke- 
pada masyarakat. 

Semoga Prof Ni'am selalu sehat dan tambah sukses untuk pengabdian- 
nya kepada bangsa dan negara. 


Prof. Dr. Sri Widyastuti, S.E. M.M. M.Si - Wakil Rektor Bidang Akademik 
Universitas Pancasila 
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Saya mewakili Rektor Universitas Pancasila mengucapkan selamat dan suk- 
ses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru 
Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Pengukuhan ini merupakan bentuk capaian derajat tertinggi di dunia aka- 
demik sekaligus sebagai wujud pengakuan kiprah akademik Prof Niam yang 
selama ini banyak didedikasikan di dalam peran pengabdian masyarakat 
dalam meningkatkan prestasi generasi muda bangsa. 

Beliau selalu mendukung iklim kewirausahaan di lingkungan kampus 
yang dapat membentuk karakter dan mental wirausaha semoga generasi 
muda dapat memiliki energi positif untuk menjadi wirausaha yang mendo- 
rong pergerakan entrepreneurship serta ekonomi bangsa. Selamat dan suk- 
ses Prof Niam. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


PROFESIONAL 


M. Haris Witjaksono - Dirut PT. Surveyor Indonesia 


Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asro- 
run Niam Soleh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Indonesia Islam 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pengukuhan ini merupakan bentuk capaian derajat tertinggi di dunia 
akademik sekaligus wujud pengakuan kiprah Prof. Dr. HM. Asrorun Niam 
Soleh, MA yang selama ini banyak berkiprah di bidang hukum Islam, khu- 
susnya di bidang halal guna menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi 
masyarakat. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menjalank- 
an amanah yang diemban dan semoga ilmunya senantiasa membawa berkah 
dan manfaat untuk umat serta membawa kemajuan baik perkembangan 
ilmu dalam berbagai aktivitas akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan 
lainnya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini su- 
dah terjalin antara Majelis Ulama Indonesia dengan PT Surveyor Indonesia 
dalam hal sertifikasi produk halal. Semoga kerjasama ini terus terjalin den- 
gan baik di masa depan. Selamat dan sukses kepada Profesor Ni'am. 
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Prof. Dr. H. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si - Ketua LPAI 


Saya Prof. Dr. Seto Mulyadi S.Psi., M.Si Ketua umum LPAI Lembaga Perlind- 
ungan Anak Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan 
Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu 
Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Semoga semakin dapat meningkatkan pengabdian terbaik bagi nusa 
dan bangsa. Amin. 
Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Muti Arintawati - Dirut LPPOM MUI 


Saya Mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asro- 
run Niam Soleh, MA sebagai Guru Besar Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Saya mengenal Prof Ni'am sudah cukup lama khususnya dalam hubun- 
gan kerja di Majelis Ulama Indonesia tepatnya dalam kegiatan sertifikasi ha- 
lal. Peran dan kiprah Prof. Niam untuk memperkuat Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia sangat besar dalam menghasilkan fatwa-fatwa terbaru ter- 
kait dengan produk halal. 

Semoga dengan diperolehnya gelar ini dapat terus meningkatkan per- 
an keilmuan dalam berbagai aktivitas akademik dan aktivitas sosial kema- 
syarakatan. Sekali lagi selamat untuk gelar Guru Besar kepada Prof. Dr. HM. 
Asrorun Niam Soleh, MA. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 


Hj. Ingrid Kansil, S.Sos. - Ketum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia 
(IPEMI) 
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Saya Inggrid Kansil Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia 
mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun 
Niam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pengukuhan ini merupakan bentuk pengakuan atas prestasi akademik 
dari Profesor Niam, semoga ilmunya semakin membawa kebermanfaatan 
dan kemaslahatan bagi masyarakat serta mendapatkan berkat dan ridho dari 
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Irfan Nugraha - CEO Rumah Zakat 


Saya, Irfan Nugraha, Selaku Chief Executif Officer Rumah Zakat, mewakili 
Rumah Zakat, mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun N'am 
Sholeh, MA yang telah dikukuhkan menjadi sebagai Guru Besar Bidang Ilmu 
Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Rumah Zakat sebagai Lembaga Zakat Amil Nasional tentu perlu me- 
landasi aktivitas operasionalnya berlandaskan syariah dan kami beruntung 
dalam menjalankan organisasi ini mendapatkan dasar-dasar yang memban- 
tu kami dalam menjalankan operasional ini sesuai aturan syariah. Profesor 
Ni'am sangat besar jasanya dalam memberikan wawasan keagamaan keki- 
nian dalam perkembangan ilmu fikih dan itu menjadi sandaran bagi kami 
dalam menjalankan operasional lembaga ini. Selain itu kami pun mengenal 
Profesor Niam sangat aktif dalam berbagai aktivitas yang berkaitan kema- 
juan umat dan juga kemajuan bagi para pemuda. 

Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Profesor niat semoga 
ilmu dan prestasi yang telah dicapai menjadi keberkahan untuk Profesor 
Niam dan keluarga Indonesia bangga dengan pencapaian dari Profesor 
Niam. 

Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 


Soleh Hidayat - CEO Rumah Wakaf 


Bismillahirohmanirohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Saya Soleh Hidayat CEO Rumah Wakaf mengucapkan selamat dan suk- 
ses atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru 
Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Sukses selalu atas amanah barunya, semoga senantiasa Allah memberkahi. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Sukoriyanto Saputro - Direktur Eksekutif BSI Maslahat 


Saya Sukaryanto Saputro Direktur Eksekutif BSI Maslahat. Dalam kesempa- 
tan yang berbahagia ini mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan 
Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu 
Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Semoga Bapak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan 
baik serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi institusi. Sekali 
lagi selamat bekerja dan sukses selalu untuk Profesor Ni'am. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Kholidi Asadil Alam - Aktor Ketika Cinta Bertasbih 


Saya Kholidi Asadil Aslan aktor film Ketika Cinta Bertasbih sebagai Azam 
atau pemeran utama. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan 
sukses atas pengukuhan gelar Profesor kepada guru saya yaitu Profesor Dok- 
tor Kyai Haji Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Masya Allah. Guru Besar di Bidang 
Ilmu Fikih di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Luar Biasa. 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat tumbuh pesat, 
nah salah satunya adalah jasa dari Prof Niam. Saya pernah dipercaya sebagai 
duta untuk sosialisasi produk keuangan syariah, di bawah bimbingan beliau. 
Masya Allah. Senang sekali atas pencapaian tersebut mudah-mudahan hara- 
pan saya Prof Niam selalu menginspirasi umat dan memberikan yang terbaik 
untuk umat. 
Terima kasih banyak. 
Wassalamualaikum. 


10 Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


TOKOH/KOLEGA LUAR NEGERI 


Syekh Prof. Dr. Salim Ulwan - Mufti Darulfatwa Australia 


SL yag kemnag Al og AL Uas SE pekuag AISI Ing al 

H3 ai le AI nat AS SAI SUN Aksal denga pas ag Lal 
Sab mas Tole mail Sol Alat Komp lala ad 3 oil 
Sao pil Tarakan 3 Tag el LS GARA le 3 ASI SNI ad Jltay S3 Seal 
ang Anas Okay Sta Ad 1 UI Ca Ls JanjlI kara Hera SL Real ASI ola 
Ol Rela, Aini Ja s3 3 lag Manda Ol Ily iloasan dS ya garl ab Jan 
oral olah Ga yel Ad Al Jl Otak pa A0 pa 


Dr. Saduddin Al Ajuz - Dosen Global University Lebanon 


SAN gal Ob Rd Hata ya jga! gal ol Aa pp MN 3 SA UI 
Senpi Tail ARA ole 3 Halal Ranyag ola lo dl yua IS mall pal KAS 
orebaaklg RI A3 kas Ol Gede Ad ay Tan SI AM Hala 
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Syekh Dr. Omar Kalas - Ulama Baitus Syaadah Malaysia 


Saya adalah Dr. Omar Kalas, dan saya Alhamdullilah pada hari ini telah ber- 
jumpa dengan Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA, hafidhullah. Saya men- 
gucapkan tahniah kepada Doktor, atas pelantikan beliau sebagai Profesor di 
University Syarif Hidayatullah. 

Maka ribuan terima kasih kepada Doktor atas undangan ini pada hari 
ini dan juga tahniah yang besar kepada saya dari beliau. Semoga pelantikan 
ini, Insyaallah akan membawa kebaikan kepada negara Indonesia yang besar 
ini dan juga kepada umat Islam. 

Terima kasih banyak. 


Mr. Dawood - Al Amin Bio Group from China 


I am, Mr. Dawood, CEO Al Amin Bio Group from China completely and say- 
ing of the inauguration of Professor Asrorun Niam as a Professor in State 
Islamic University Jakarta. This inauguration is a form of achievements of 
highest degree in the next time it works as well as a form of recognition of 
the atomic work of professional who has been dedicated to the role of com- 
munity service. 

I hope the achievements obtain the can continue to increase the role 
of Science in various Atomic activities and the social activities as a friend 
and partner of Mr Ayoob of you. We believe that Mr Niam make more under- 
standing contributions in related fields. 

Wassalamu alaikum Wr. Wb 


Muntaha Artalim - Akademisi International Islamic University Malaysia 
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Saya Muntaha Artalim, Dosen di International Islamic University Malaysia. 
Saya kenal Prof Niam ketika belajar bersama di LIPIA pada tahun “95 sampai 
'96. Prof Niam adalah seorang pribadi yang ceria, pribadi yang caring and lov- 
ing dan beliau selalu semangat dalam belajar. Saya lihat juga beliau termasuk 
mahasiswa yang ada di peringkat atas. Maka saya tidak heran ketika menden- 
gar beliau mendapat gelar Profesor. 

Oleh karena itu saya secara pribadi mengucapkan selamat dan juga 
penghormatan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Asrorun Ni'am Sholeh atas 
gelar ini dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk ilmu, keberka- 
han untuk masyarakat dan keluarga. 

Wassalamualaikum. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Dr. A.M. Chaman - President of Halal Ouality Control (HOC) Belanda 


I am Abdul monium Al-Chaman, President of Halal @Guality Control group 
the Netherland allow me to congratulation Professor Doctor Asrorun Niam 
Sholeh, Chairman of MUI Indonesia. We wish you all the best and one of 
those feet. 

Wassalamu alaykum 


Isa Chao - Senior Advisor Taiwan Halal Integrity Development Association 
(THIDA) 


Innal Hamdalillah Wassolatu wassalam ala Rosullah wa ba'dah. 

On behalf of Taiwan Halal Integrity Development Association or THI- 
DA in abbreviation I would like to congratulate Professor Docotor Asrorun 
Niam Sholeh as The Chairman of The Indonesia Ulama Council for inaugura- 
tion ceremony of The Professor in Islamic Law in Syarif Hidayatullah Islamic 
University. 

We hope the good cooperation between us can be improved. Thank 
you for your support... 
Wassalamualaikum Wr. Wb 


Muhammad Esfandiar - Chairman Australian Halal Authority & Advisers 
(AHAA) 


Tam Muhammad Esfandiar - Chairman Australian Halal Authority & Advis- 
ers (AHAA), want to congratulate Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh for his 
inauguration as a Professor of Islamic Law in Syarif Hidayatullah State Uni- 
versity. I appreciate Preofessor for getting the the highest degree in academic 
world as well as a recognition of the academic world as Professor who has 
been dedicated to the role of community service. 

Hopefully this achievement often can be continued to increase the role 
of Science in various academic and activities. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 


David Chua - Ketua National Youth Council Singapore (NYC) 


Congratulations on the inauguration of Professor Doctor Asrorun Niam 
Sholeh as the Islamic Jurisprudence project teacher at the Syarif Hidayatul- 
lah State Islamic University of Jakarta and Professor Niam through his role 
in the youth sector as the Deputy Minister for Youth Development has been 
dedicated to community service and empowerment of Youth. 

This inauguration is also testament to his dedication to academia. My 
heart is congratulations once again the Professor Dr Asrorun Niam and I wish 
him all the best of success. 
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Yahya Endo - Presiden Japan Moslem Association (JMA) 


I am Yahya Endo, I wish congratulations and success to Prof. Dr. Asrorun 
Niam as a professor of Islamic jurisprudence. 

We hope that we will continue to work together to improve good rela- 
tions between Indonesian and Japanese Muslims. 
Wassalamu alaikum 


Satomi Ohgata - Professor in International Studies, Kyusu International 
University 


Saya mengucapkam selamat atas pengukuhan Doktor Asrorun Niam sebagai 
Guru Besar. 

Semoga beliau akan semakin sukses. Dan saya berharap beliau dapat 
membantu menyelesaikan urusan halal di Jepang juga. Semoga sukses Prof. 
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ORGANISASI KEPEMUDAAN 


Sunanto - Ketum PP Pemuda Muhammadiyah 


Saya Cak Nanto Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengu- 
capkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun N'am 
Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pembangunan kepemudaan selama kurun waktu 5 tahun belakan- 
gan ini mengalami akselerasi yang membanggakan. Tentu ini salah satunya 
adalah berkat tangan dingin sosok mantan aktivis “98 yang hari ini mem- 
peroleh gelar akademik tertinggi yakni Profesor Niam. Beliau sebagai Deputi 
Pengembangan Pemuda Kemenpora. 

Sekali lagi selamat dan sukses bagi Abangnda. Semoga ilmunya sema- 
kin bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia. 


Stefanus Asat Gusma - Ketum PP Pemuda Katolik 


Saya Stefanus Asat Gusma Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik 
periode 2021-2024 dengan rasa bangga mengucapkan selamat dan sukses ke- 
pada senior dan sahabat kami Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA seb- 
agai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul- 
lah Jakarta. 

Dalam komunitas kepemudaan bersama organisasi pemuda seluruh 
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Indonesia, kami mengenal sosok Prof Niam sebagai seorang intelektual yang 
mempunyai komitmen di bidang akademis dan birokrasi selama beliau men- 
jabat sebagai Deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

Beliau punya pendekatan-pendekatan baru dalam rangka pengem- 
bangan sumber daya pemuda. Maka, ini merupakan capaian dan hasil dari 
tangan dingin seorang Prof Niam. Semoga dengan pengukuhan ini menjadi 
berkah bagi banyak orang dan terus menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda 
di Indonesia. Sukses terus Prof Niam. 

Pro Ecclesia Et Patria. 


Margaret Aliyatul Maimunah - Ketum PP Fatayat NU 


Saya Margaret Aliyatul Maimunah Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat 
Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. H. M. 
Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Kami mengenal Profesor Niam sebagai sosok akademisi, sosok birokrat 
yang berlatar belakang aktivis kemahasiswaan. Beliau adalah salah satu to- 
koh aktivis mahasiswa tahun '98 yang selanjutnya menekuni dunia akade- 
mis dan kemudian menjadi birokrat. Namun di tengah kesibukannya beliau 
tetap menyempatkan untuk membina para kader-kader aktivis kepemudaan 
termasuk salah satunya adalah organisasi Fatayat NU yang merupakan or- 
ganisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang fokus pada pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan. 

Beliau tetap aktif membina dan mengkader langsung, dalam forum 
diskusi dan pengkaderan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses 
kepada Profesor Niam. 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Muhammad Abdullah Syukri - Ketua Umum PB PMII 
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Saya Muhammad Abdullah Syukri Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas penguku- 
han guru besar kepada panutan kami Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, 
MA selaku Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah- 
raga Republik Indonesia dalam Bidang Ilmu Fikih dari Universitas Islam Neg- 
eri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Kami mengucapkan selamat dan sukses dan mendoakan semoga Pro- 
fesor Nfam semakin sukses dan tentunya kami mengucapkan terima kasih 
atas segala bimbingan yang telah Profesor berikan kepada kami aktivis dan 
anak muda Indonesia dan tentunya kami terus berharap bimbingan dari Pro- 
fesor Niam kepada kami untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia 
emas. Sekian dari saya 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan!. 


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., MA 


Raihan Aryatama - Ketum PB HMI 


Saya Raihan Aryatama Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa 
Islam periode 2021 2023 mengucapkan selamat dan sukses kepada senior 
kami Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang 
Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Beliau adalah sosok yang menjadi teladan bagi kami seorang aktivis 
dan juga seorang akademisi dan tentunya seorang birokrat yang selalu dekat 
dengan pemuda. Selalu pro terhadap pengembangan sumber daya manusia 
khususnya pemuda di Indonesia. Semoga semakin sukses kedepannya. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Abdul Musawir Yahya - Ketum DPP IMM 


Saya Abdul Musawir Yahya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ma- 
hasiswa Muhammadiyah mengucapkan selamat dan sukses atas penguku- 
han Prof. Dr. H. M. Asrorun Nam Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang 
Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Kami mengenal Profesor Niam sebagai sosok akademisi birokrat yang 
berlatar belakang aktivis kemahasiswaan. Karena itu dukungannya untuk 
dunia kemahasiswaan tak diragukan. Beliau Salah satu tokoh aktivis ma- 
hasiswa “98 yang menekuni dunia akademik dan menjadi birokrat, namun 
di tengah-tengah kesibukannya beliau tetap membina kader-kader aktivis 
kepemudaan. Sekali lagi selamat dan sukses. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Wiryawan - Ketum Hikmahbudhi 


Saya Wiryawan Ketum Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia mengucap- 
kan selamat kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA atas penga- 
nugerahaan Guru Besar Ilmu Fikih di Universitas Islam Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Sosok Prof Niam sebagai sosok akademisi, sosok aktivis senior 98, yang 
sampai hari ini memiliki komitmen yang kuat untuk membina pemuda di se- 
luruh Indonesia. Jiwanya aktifis, dengan otak akademisi. Sekali lagi saya sam- 
paikan selamat, semoga gelar Profesor ini dapat memberikan keberkahan 
dan juga menjadi amal untuk beribadah di dunia. Sekian dan terima kasih. 


Aulia Arief - Ketum Sapma PP 


Saya Aulia Arif Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila mengucapkan sela- 
mat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
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dayatullah Jakarta. 

Perkembangan organisasi kepemudaan di Indonesia mengalami 
pergeseran corak dari ansih rekrutmen kader berubah menjadi penguatan 
intelektual. Hal ini tidak lepas dari peran Profesor Niam sebagai pemangku 
kebijakan pengembangan organisasi kepemudaan. Sekali lagi kami ucapkan 
selamat dan sukses. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Zaky Ahmad Rivai - Ketum PP KAMMI 


Saya Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indo- 
nesia (PP KAMMI) mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan seb- 
agai guru besar ilmu figih kepada Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih. 

Sebagai akademisi, sebagai birokrat dan juga sebagai aktivis mahasiswa 
“98 kami mengenal Prof Niam sebagai orang yang humble, sebagai orang yang 
terus memberikan support kepada kami sebagai aktifis mahasiswa. Nasehat- 
nasehat, dukungan-dukungannya sangat berharga bagi kami di tengah-ten- 
gah kesibukannya sebagai birokrat, aktivis dan juga sekarang sebagai Guru 
Besar masih menyempatkan diri untuk terus memberikan dukungan berte- 
mu dengan kami sebagai aktivis mahasiswa. Dia memahami dunia aktifis ke- 
mahasiswaan, karena beliau juga pelaku. Kami doakan semoga sehat-sehat 
semoga sukses selalu dan juga semoga berkah atas ilmunya dan juga pen- 
gangkatannya sebagai Guru Besar Ilmu Fikih. 


Muhammad Agil Nuruz Zaman - Ketum PP IPNU 


Saya Muhammad Agil Nurzaman Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ula- 
ma mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan gelar Prof. Dr. 
H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Uni- 
versitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof Niam adalah senior te- 
ladan. Aktifis seratus persen dan pada saat yang sama ilmuan seratus persen. 
Pembangunan kepemudaan selama kurun waktu 5 tahun belakangan men- 
galami akselerasi yang sangat membanggakan. Ini salah satunya berkat latar 
belakang keilmuan dan tangan dingin mantan aktifis 98 dan juga senior kita 
senior IPNU, beliau adalah Profesor Niam. Sekali lagi selamat dan sukses ke- 
pada atas gelar profesornya. Belajar Berjuang Bertagwa. 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Whasfi Velasufah - Ketum PP IPPNU 


Saya Ketua Umum PP IPPNU mengucapkan selamat dan sukses atas pengu- 
kuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang 
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Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Prof Niam adalah sosok kyai guru, mentor, dan juga senir teladan. Saya 
santri beliau, saat nyantri di Pesantren al-Nahdlah. Dan saya merasakan ke- 
beradaan orang tua saat aktif di organisasi kepelajaran, sebagai Ketua Umum 
IPPNU. Beliau betul-betul sosok bapak pelajar Indonesia. Sekali lagi selamat 
dan sukses. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Abdul Razak Nasution - Ketum PP HIMMAH 


Saya Abdul Razak Nasution Ketua Umum PP HIMMAH mengucapkan sela- 
mat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Jakarta. 

Perkembangan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan telah 
mengalami pergeseran dari kaderisasi menjadi nuansa intelektual. Ini semua 
tidak terlepas dari pembinaan dan tangan dingin Profesor Niam dalam mem- 
bina hal tersebut. Sekali lagi saya ucapkan selamat. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Bintang Wahyu Saputra - Ketum PB SEMMI 


Saya Ketua Umum PB SEMMI mengucapkan selamat dan sukses atas pengu- 
kuhan Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang 
Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan 
ini merupakan bentuk pencapaian derajat tertinggi di dunia akademik seka- 
ligus sebagai wujud pengakuan kiprah akademik Profesor Niam yang selama 
ini banyak berdedikasi di dalam peran pengabdian masyarakat. 

Saya mempunyai harapan semoga ilmu dan amanah yang ditempuh 
oleh Kyai Profesor Niam ini mampu membantu masyarakat untuk mencapai 
Indonesia yang dicita-citakan. Semoga amanah Profesor. Sekali lagi selamat, 
terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Ilham Nurhidayatullah - Ketum PP Himma Persis 


Saya Ilham Nurhidayatullah Ketua Umum Pimpinan Pusat Himmah Persis 
mengucapkan selamat dan sukses untuk pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. 
H. M. Asrorun Nf'am Sholeh, MA, Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pengukuhan ini merupakan capaian derajat tertinggi di akademiknya. 
Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa ini kedepan 
senantiasa menginspirasi untuk generasi muda, memberikan solusi yang 
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baik untuk bangsa ini kedepan untuk Indonesia maju generasi emas Indo- 
nesia yang unggul. 
Salam sukses, salam hormat untuk Profesor Niam. 


Akhsin Al Fata - Ketum DPP PPMI (Purna Prakarya Muda Indonesia) 


Saya Ahsin Al-Fata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya 
Muda Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. 
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Perkembangan organisasi kepemudaan di Indonesia mengalami 
pergeseran corak menjadi arah penguatan kapasitas intelektual. Hal ini tidak 
lepas dari peran Profesor Niam sebagai pemangku kebijakan pengembangan 
organisasi kepemudaan. Sekali lagi selamat dan sukses. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Mikail Rakhimi - Ketum DPP Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) 


Saya Mikail Rahimi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Kewirausa- 
haan Pemuda mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Prof. Dr. 
H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA selaku Guru Besar Ilmu Fikih di Universitas 
Islam Negeri Hidayatullah Jakarta. 

Kami mengenal beliau Profesor Niam sebagai sosok akademisi, bi- 
rokrat yang berlatar belakang seorang aktivis. Hal ini tentu berdampak pada 
pembangunan kepemudaan mengalami kemajuan yang luar biasa, tentu 
atas tangan dingin beliau sosok mantan aktivis mahasiswa yang kemudian 
hari ini mendapatkan gelar tertinggi akademisi itu sebagai seorang Profesor. 
Sekali lagi selamat dan sukses, berkah melimpah dan terus menebar man- 
faat, terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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